
BUPATIKAUR 
PROVlNSl BENGKULV 

PERATURAN BUPATI KAUR 
NO MOR: //3 TAHUN 2019 

TENTANG 

PEDOMAN PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI DAN PERJALANAN 
DINAS LUAR NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAf APARATUR SIPfL 

NEGARA, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 
KABUPATEN KAUR TAHUN ANGGARAN 2020 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KAUR, 

Menimbang : a. bahwa pembiayaan untuk perjalanan dinas harus sesuai 
dengan kebutuhan, dan men1enuhi kaidah-kaidah pengelolaan 
keuangan daerah; 

Mengingal 

b. bahwa agar pe1jalanan dinas dala.m negeri dan perjala.nan 
dina.s luar negeri terlaksana lebih tertib, efektif, efisien, 
ekonomis, transpara.n dan berta.nggungjawab, perlu menga.tur 
ketentuan perjalanan dinas jabatan dalam negeri dan 
perjala.nan dina.s luar negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai 
Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkunga.n 
Pemerintah Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020; 

c. ba.hwa berda.sa.rkan pertimba.nga.n sebaga.ima.na. dimaksud 
dala.m huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupa.ti tentang Pedoman Perjalanan Dinas Jaba.tan Dala.m 
Negeri dan Perjalanan Dina.s Luar Negeri bagi Pejaba.t Negara, 
Pegawai Apara.tur Sipil Negara, dan Pegawai Tidak Tetap di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 
2020; 

l. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan 
Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1967 Nom01· 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2828); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggara.an Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepoti sme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nornor 3851); 

3. Undang-Unda.ng Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan 
Ka.bupa.ten Mukomuko, Ka.bupaten Seluma dan Kabupaten 
Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia N01nor 4266); ~~ -, 



4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

7. Unda.ng-Undang Nornor 33 Tahun 2004 tentang Pertmbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik rndonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494); 

9 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beber"clpa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik fndonesia Nornor 5679); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000, tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Da1arn Negeri Nomor 
21 Tahun 2011, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

13. Peraturan Menteri Dalan1 Negeri Nomor 11 Tahun 2011 , 
tentang Pedoman Perjalanan Dinas Keluar Negeri bagi 
Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, 
Peme1intah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah; 



14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang 
Peijalanan Dinas ,Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, 
Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019, 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 655); 

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019, tentang 
Standar Biaya Masukan Tahun Anggara.n 2020 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 
2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
157); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2016 
tentang Pembentu.kan dan Susunan Struktur Perangkat 
Daerah Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur 
Tahun 2016 Nomor 237); 

MEMUTUSK..I\N : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN 
DALAM NEGERI DAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI BAGI 
PEJABAT NEGARA, PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN 
PEGAWAI TIDAK TETAP Df LINGKUNGAN PEMERINTAH 
KABUPATEN KAUR TAHUN ANGGARAN 2020. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

l. Daerah adalah Kabupaten Kaur. 

2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kaur. 

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaur. 

4. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daeral1 yang selanjutnya disebut 
Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Kaur. 

5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah 
Orga.nisasi Pera.ngkat Daerah Kabupaten Kaur. 

6. Pimpinan OPD adalah Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten 
Kaur. 

7. Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas 
adalah perjalanan ke luar te1npat kedudukan yang dilakukan dalain wilayah 
Republik Indonesia untuk kepentingan Negara. 

8. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan perjalanan/kunjungan kerja ke 
negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik yang dilakukan oleh 
pejabat/pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Nege1i, Pemerintah 
Daerah, dan pimpinan serta anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten dalam 
rangka efektifitas penyelenggaraan pemerintah. 



9. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi negara 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang DasarTahun 1945 dan Pejabat 
Negara Lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang. 

10. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah setiap warga negara Republik Indonesia 
yang telah memenuhi syarat yang d itentukan, diangkat oleh pejabat berwenang 
dan discrahi tugas dalam suatu jabatan dalam Negeri, atau diserahi tugas 
negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

11. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu 
tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dari pembangunan yang 
bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan 
kemampuan organisasi. 

12. Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas melewati batas Kota 
dan/atau dalam Kota dari tempat kedudukan ketempat yang dituju, 
n1elaksanakan tuga.s dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam 
Negeri. 

13. Pe1jalanan Dinas Pindah adalah Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan yang 
baru berdasarkan surat keputusan pindah. 

14. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat 
yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan 
seb~an kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada OPD 
yang bersangkutan. 

15. Surat Pez:jalanan Dinas Yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang 
diterbitkan oleh Pejabat berwenang. 

16. Pelaksanaan SPD adalah Pejabat Negara, Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan 
pegawai Tidak Tetap yang melaksanal{an Pe1jalanan Dinas. 

17. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (pre­
calculated amount) dan dibayarkan sekaligus. 

18. Bia.ya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran 
yang sah. 

19. Perhitungan Ratnpung adalah perhitungan biaya Perjalanan Dinas yang 
dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku. 

20. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja. 

21. Tcmpat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas. 

22. Tempat tujuan pindah adalah tempat/kota tujuan pindah 

23. Pengumandahan (Detasering) adalah penugasan sementara waktu. 

24. Kota adalah Kota /Kabupaten pembagian wilayah administ ratif di Indonesia di 
bawah Provinsi. 

25. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam 
jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluran untuk 
membiayai kegiatan operasional sebari-hari sa.tuan kerja, yang tidak mungkin 
dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung. 



26. Standas Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan 
kebutuhan anggaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran OPD, baik berupa 
Standar Biaya Masukan mau pun Standar Biaya Keluaran. 

27. Pengurus Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya 
disingkat PKK adalah Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Pengurus 
PKK Kabupaten Kaur dan Pengurus Dharma Wanita Kabupatcn Kaur yang 
melakukan Pe1jalanan Dinas guna melaksanakan kegiatan yang mendukung 
Organisasi Perangkat Daerah dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip 
kehematan, efisien, efektif, atas perintah Kepala OPD atau Kepala Unit Kerja 
yang menugaskan. 

BAB II 
RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS 

Pasal 2 

( 1) Peraturan Bupati m1 mengatur rnengenai pelaksanaan dan 
pertanggungjawaban perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara. Pegawai Aparatur 
Sipil Negara, Pengurus PKK dan Pengurus Dharma Wanita dan Pegawai Tidak 
Tetap yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

(2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. perjalanan dinas jabatan; dan 
b. pe1jalanandinas pindah. 

(3) Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagain1ana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. pegawai Apiuatur Sipil Negara; dan 
b. calon pegawai Aparatur Sipil Negara 

(4) Pejabat Negara, Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan Pegawai Tidak Tetap yang 
diangkat oleh Bupati atau Pengguna Anggaran dan atau Kepala Satuan Kerja 
Perangkat Daerah yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih 
dahulu mendapat persetujuan/perintah atasannya. 

BAB III 
PRINSIP PERJALANAN DINAS 

Pasal 3 

Perjalanan Dinas di!aksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut : 

1. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang 
berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan; 

2 . keterbatasan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja OPD; 
3. efisiensi penggunaan belanja Daerah;dan 
4. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan 

pe1nbebanan biaya Perjalanan Dinas. 

BAB IV 
PERJALANAN DINAS JABATAN 

Pasal 4 

(1) Perjalanan dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) 
digolongkan menjadi: 

a. pe1jalanan dinas jabatan yang melewati batas Kota (Kabupaten); dan 
b. pe1:ialanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam Kota (Kabupaten). 



'· 

(2) Batas Kota (Kabupaten) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu 
Kecamatan Tanjung Kemuning sampai dengan Kecamatan Nasal. 

(3) Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan didalam Kota sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri: 

a . perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota/Kabupaten 
diberikan uang saku sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus 1ibu rupiah) per hari 
untuk semua golongan. 

b. dalam hal perjalanan dinas dalam daerah ke daerah sangat terpencil 
(membutuhkan kendaraan kbusus) selain diberikan uang saku dapat 
diberikan biaya sewa kendaraan dan BBM sesuai dengan biaya riil. 

Pasal5 

Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan dalam rangka: 

a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat padajabatan; 
b. mengikuti pendid ikan dan pelatihan teknis kedinasan, rapa.t, seminar, bimtek, 

loka karya, sosialisasi teknis dan sejenisnya; 
c. pengumandahan {Detasering); 
d. menempuh ujian dinas/ujianjabatan; 
e. menghadap majelis penguji kesehatan Pegawai Aparatur Sipil Negara atau 

menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapat 
surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan; 

f. mcmperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena 
mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas; 

g. mendapatkan pengobatan berdasarkan Keputusan Majelis Pengujian 
Kesehatan Pegawai Aparatur Sipil Negara; 

h . mengikuti pendidikan setara Diploma/SI/S2/S3 
i. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat 

Negara/ Pegawai Aparatur Sipil Negara yang meninggal dunia dalam melakukan 
Perjalanan Dinas; atau 

J. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat 
Negara/ Pegawai Aparatur Sipil Negara yang meninggal dunia dari tempat 
kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman. 

Pasal6 

(1) Perjalanan Dinas Jabatan oleh Pelaksana SPD dilakukan sesuai perintah 
a tasan Pelaksana SPD yang tertuang dalain Surat Tugas. 

(2) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh: 
a. kepala satuan kerja untuk perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh 

pelaksana SPD pada satuan kerja berkenaan; 
b. atasan langsung kepala satuan kerja u ntuk perjalanan dinas jabatan yang 

dilakukan oleh kepala satuan kerja; 
c. pejabat eselon II untuk perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh 

pelaksana SPD dala.m lingkup unit eselon II/setingkat u nit eselon II 
berkenaan; 

d. pejabat eselon II untuk Pe1jalanan Dinas yang dilaksanakan oleh 
Pengurus PKK dan Pengurus Dharma Wanita atau ditandatangani oleh 
yang mewakili. 

(3) Kewenangan penerbitan Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk. 



(4) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 
mencantumkan hal-hal sebagaimana berikut: 

a. pemberi tugas; 
b. pelaksana tugas; 
c. waktu pelaksanaan tugas; dan 
d. 1empat peiaksanaan tugas. 

{Si Dalrun hal ocrdasarkan Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (lj, 

diiakukan: 
a. pe1jalanan dinas jabatan ya__11g melewati batas Kota;atau 
b. pez:jalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam Kota lebih dari 8 

(delapan) jam. 
c. surat tugas dimaksud menjadi dasar penerbitanSPD. 

(6) Perjalanan Dinas Jabatan di dalan1 Kota yang dilaksanakan sampai dengan 8 
(delapan) jam dapat diiakukan tanpa penerbitan SPD. 

(7) SPD sebagaimana dirnaksud pada ayat (5) dibuat sesuai dengan format 
scbagaimana tercantum pada Lampiran r yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 7 

(1) Dalan1 penerbitan SPD, Pejabat ben.ien&'1g mempunyai hak untuk menetapkan 

melaksanakan Perjalanan Dinas Jabatan yang bersangkutan dengan 
memperhatikan kepentingan serta tujuan Pe1jalanan Dinas tersebut. 

(2) Perjalanan Dinas ,Jabatan di dalam Kota yang dilaksanakan sampai <lengan 8 
(delapan! iarn dapat dilakukan tanpa penerbitan SPD sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 6 ayat (6), pembebanan biaya perjalanan Dinas Jabatan 
dicanturokan dalam Surat tugas. 

BABV 

Pasal 8 

(1) Per:jalarian Dinas Jabatan terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut: 

a. uang h arian; 
b . biaya transport; 
c . biaya penginapan; 
d. uang representasi; 
e. sewa kendaraan dala,-n Kota; dan/atau 
f. hfr;y~ m~njemput/mengantar jenazrJ1 

(2) Uang harian sebagaur1ana dim.aksud pada ayat (1) huruf a adalah uang saku. 
[ ~ \ o ; ,"\uA, + ......... ...... r,. .... ,.....+ sebagn;=ann rl1'•••·•1<-. l,c-,,A 9"\..-.A1, l"l,~,.r,+ (1\ hp .... • •fh •t>.r-''-' atas· \• ' j ; ;; ,:,.,;,::•. '· ' -':'..!..!•.:"1-''-'! '· C C.:UJ.J..tC J.C:.t. '-' : igu">• • .,. .._~,, I'"''~'.!<:'. <:.\J<:.""'. '. \ !. J 1.! . ,t l U V l'-' l llil C • 

a. pe1jalan.an dinas dari tempat kedudukan sa1npai tempat tujua.'1 
termasuk biaya k~ 

bus /stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan; 

f.a .... ........ ; ...., ,...1 
• , ,. : • ' ' . ,. ' !"!...' 

b . retribusi yang dipungut ditemunal bus / stasiun/bandara/ pelabuhan 
keberangkatan dan kepulangan. 



c. pembayaran taksi yang menggunakan tarif harga (argo) sebagaimana 
dimaksud pada ayat 1 huruf (bl, tarif taksi dibayarkan satu kali 
perjalanan da.ti ka.ntor tempat kedudukan menuju bandara 
keberangkatan atau dari bandara kedatangan menuju tempat tujuan 
dikota bandara kedatangan dan sebaliknya. 

(4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan 
biaya yang diperlukan untuk menginap: 

a . di hotel; atau 
b. diternpat 1nenginap lainnya. 

(5) Dalam ha! Pelaksanaan SPD tidak menggunakan biaya 
penginapansebagaimana dimaksud pada ayat (4) , berlaku ketentuan sebagai 
berikut: 

a . pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh 
persen) dari tarif hotel/penginapan di Kota tempat tujuan. 

b. biaya hotel/penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan 
secara. lumpsum. 

(6) Uang representasi diberikan perhari sebagaimana dilnaksud pada ayat (1) 
huruf d <la.pat diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Eselon I, dan Pejabat 
Eselon II selama melakukan Perjalanan Dinas. 

(7) Sewa kendaraan dalam Kota sebagain1ana dimaksud pada ayat (1) huruf e 
dapat diberikan kepada Pejabat Negara untuk keperluan pelaksanaan tugas di 
Tempat tujuan. 

(8) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sudah termasuk biaya 
pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak. 

(9) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf f meliputi biaya bagi penjemput/pengantar, biaya pemetian dan biaya 
angkutan jenazah. 

(10) Komponen biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(lj dicantumkan pada rincian Bia.ya Perjalanan Dinas sesuai dengan format 
sebagaimana tercantum pada Latnpiran II yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 9 

Biaya Pei:jalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (lj 
diberikan untuk Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
ayat ( 1) huruf a. 

Pasal 10 

(1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Dalain Negeri sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 8 ayat (1), digolongkan dalam 5 (lima) tingkat, yaitu: 

a . tingkat A untuk Bupati, Wakil Bupati, Ketua/Wakil Ketua/ Anggota 
Komisi, Pejabat Eselon I, serta Pejabat Lainnya yang setara; 

b. tingka.t B untuk Pejabat Eselon IT/a dan Ketua/Wakil Ketua/Anggota 
DPRD 

c. tingkat C untuk Pejabat Negara Lainnya dan Pejabat Eselon II/b; 
d. tingkat D untuk Pejabat Eselon III; 

~ I 



e. tingkat E untuk Pejabat Eselon N atau pegawai Aparatur Sipil Negara 
yang digaji menurut golongan IV dan golongan III; 

f. tingkat F untuk pegawai Aparatur Sipil Negara yang digaji menurut 
golongan 11 dan golongan I. 

(2) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Luar Negeri, digolongkan dalam 4 (e1npat) 
tingkat, yaitu: 

a. bupati, Wakil Bupati, Ketua/Wakil Ketua/ Anggota Komisi PejabatEselon 
I, serta Pejabat lainnya yang setara. 

b. pejabat Eselon II, dan Pejabat lainnya yang setara. 
c . pegawai Aparatur Sipil Negara golongan III/c sampai dengan golongan 

IV /b serta pejabat yang setara. 
d. pegawai Aparatur Sipil Negara selain yang dimaksud pada huruf b dan 

huruf c . 
(3) Penyetaraan tingkat biaya Perjalanan Dinas sebagain1ana dimaksud pada ayat 

( 1) untuk Pegawai Tidak Tetap yang melakukan Perjalanan Dinas untuk 
kepentingan Negara, disamakan dengan Tingkat f. 

(4) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) 
diberikan berdasarkan tingkat biaya Perjalanan Dinas sebagainlana dimaksud 
pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. uang harian perjalanan dinas jabatan dalam Negeti dibayarkan secara 
lumpsum yang besarannya terdiri dari : 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

bupati/Wakil Bupati 
eselon !I.A/DPRD 
eselon II.B/Pejabat Setara 
eselon III/Go! IV 
eselon rv / Gol III 
golongan II dan I 

: Rp. 2.500.000,-/Perhari 
: Rp. 2.000.000,-/Perhari 
: Rp. 1.500.000,-/Perhari 
: Rp. 1.200.000,-/Perhari 
: Rp. 1.000.000,-/Perhari 
: Rp. 900.000,-/Perhari 

b. besaran pe1jalanan dinas jabatan dalam negeri dalam provinsi sebesar Rp. 
600.000,- (enam ratus ribu rnpiah)/Perhari dibayarkan secara lumpsum; 

c. uang harian perjalanan dinas jabatan luar negeri d.ibayarkan secara 
lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur terlamp:i:r; 

d. dalam hal perjalanan dinas jabatan dalam negeri dalam provinsi ke 
Kabupaten/Kota kurang dari 6 (enam) jam pulang/pergi, maka uang 
harian hanya diberikan sebesar 50"/o (lima puluh per seratus) dari besaran 
uang haria.n pe1jalanan dinas jabatan dalam Negeri dalam Provinsi; 

e. biaya transport pegawai perjalanan dinas jabatan dalam negeri dan luar 
negeri dibayarkan sesuai dengan biaya riil berdasarkan fasilitas transport 
scbagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; 

f. biaya transport perjalanan Dinas tingkat B yang menggunakan Pesawat 
udara yang tidak difasilitasi kendaraan dinas diberikan uang transport 
sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) pulang/pergi yang 
d ibayarkan secara Lumpsum; 

g. biaya penginapan perjalanan dinas jabatan dalam negeri dibayarkan 
secara riil berdasarkan tingkatan perjalanan dinas terlampir; 

h. biaya penginapan perjalanan dinas jabatan luar negeri dibayarkan sesuai 
dengan biaya rill; 



i. dalam hal pei:jalanan dinas luar daerah menggunakan fasilitas kendaraan 
dinas/operasional, maka uang transportasi tidak diberikan, akan tetapi 
diberikan uang bahan bakar zninyak (BBMJ dibayarkan sesuai dengan 
biaya riil; 

j . uang representasi dibayarkan secara lumpsum yang besarannya terdiri 
dari: 

LUAR DALAM KOTA LEBIH 
NO URAIAN SATUAN 

KOTA DARI 8 (DELAPAN) 
JAM 

1 2 3 4 5 
1. Pejabat Negara OH 750.000 125.000 

2. Pejabat Eselon I OH 600.000 100.000 

3 . Peja.bat Eselon II / OH 500.000 75.000 
DPRD 

k. sewa kendaraan dalam Kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. 
1. biaya pemetian jenazah termasuk yang berhubungan dengan 

pengruktian/pengurusanjenazah dibayarkan sesuai dengan biaya riil . 

(5) Dalam ha! perjalanan dinas menggunakan transportasi udara, maka pelaksana 
SPD dapat diberikan uang harian, uang penginapan di kota Bengkulu 
sebagaimana diatur padaLampiran, ciengan rincian yaitu 1 (satu) hari sebelum 
keberangkatan dan 1 (satu) hari setelah keberangkatan. 

(6) Perjalanan Dinas Luar Daerah bagi Ibu Bupati sebagal Isteri Pejabat Negara, 
untuk uang harian dan penginapan disetarakan dengan Golongan Tingkat C 
dan Transportasi disamakan dengan Golongan Tingkat A. 

(7) Penyetaraan Tingkat biaya perjalanan dinas bagi Ketua Tim Penggcrak PKK 
dan Ketua Dharma Wanita disetarakan dengan Golongan tingkat C, Wakil 
Ketua Tim Penggerak PKK, dan Wakil Kctua Dharma Wanita Kabupa ten Kaur 
yang melakukan Perjalanan Dinas disetarakan dengan Golongan tingkat D. 

(8) Untuk Anggota Pengurus PKK dan Anggota Pengurus Dharma Wanita 
Kabupaten Kaur disetarakan dengan Golongan Perjalanan Dinas tingkat E. 

Pasal 11 

(1) Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti diklat teknis kedinasan, bimtek, 
lokakarya, sosialisasi teknis, rapat, seminar, dan sejenisnya sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilaksanakan dcngan biaya Perjalanan Dinas 
Jabatan yang ditanggu ng oleh panitia penyelen ggara. 

(2) Dalam ha! biaya Perjalanan dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, 
pendidikan dan pelatihan teknis kegiatan, bimtek, lokakarya , sosialisasi teknis, 
dan sejenisnya sebagalmana dimaksud pada ayat (1), Pembebanan oleh panitia 
penyelenggaraan hanya biaya makan dan penginapan, maka perjalanan dinas 
jabatan dimaksud dapat diberikan uang transportasi pergi dan transportasi 
pulang sesuai biaya riil dan uang saku sebesar 50% dru'i besaran uang h arian 
tempa t tujuan yang dibayarkan secara lumpsum. 
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(3) Dalam ha! tidal{ ditanggung oleh panitia penyelenggara, maka seluruh biaya 
Pcrjalanan Dinas Jabatan dimaksud dibcbankan pada DPA/DPPA satuan kerja 
Pelaksana SPD. 

(4) Panitia penyelenggara menyan1paikan pe1nberitahuan mengenai pembebanan 
bi.a.ya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(2) dalam surat/undangan mengikuti rapat, seminar pendidikan dan pelatihan, 
clan sejenisnya. 

(5) Dalam ha! khusus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, kebutuhan biaya 
mengikuti aturan yang berlaku, dan ketentuan biaya bantuan mengikuti Diklat 
PIM diatur kembali dengan Surat Kcputusan Bupati. 

(6) Perjalanan dinas jabatan untuk mengikuti pendidikan setara 
Diploma/ Sl/S2/S3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf h, maka 
dapat diberikan biaya transportasi ke tempat tujuan pendidikan, dan besaran 
bantuan pendidikan setara Diploma/Sl/S2/S3 diatur kembali dengan Surat 
Keputusan Bupati. 

(7) Dalam hal Perjalanan Dinas Jabata n dilakukan secara bersama-sa:ma untuk 
melaksanakan suatu kegiatan rapat, seminar, dan sej enisnya, seluruh 
Pelaksanaan SPD dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama. 

(8) Dalam ha! biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan 
sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, menggunakan fasilitas kamar 
dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dinlaksud. 

Pasal 12 

Dalam hal Pe;:ialanan Dinas Jabatan menggunakan kapal laut/sungai untuk waktu 
paling kurang 24 (dua puluh empat) jam, selama waktu transportasi tersebut 
kepada Pelaksana SPD hanya diberikan uang harian. 

Pasal 13 

(1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan dibayarkan sebelum Perjalanan Dinas Jabatan 
dilaksanakan. 

(2) Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan harus segera dilaksanakan, biaya 
Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan 
setelah Pe1jalanan Dinas selesai. 

Pasal 14 

(1) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas Jabatan melebihl jumlah hari yang 
ditetapkan dalam Surat Tugas/SPD dan tidak disebabkan oleh 
kesalahan/kelalaian Pelaksana SPD dapat diberikan tambahan uang harian, 
biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam Kota. 

(2) Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa 
kendaraan dalam Kota sebagaimana dinlaksud pada ayat (1) dapat dimintal{an 
kepada Pejabat yang be1wenang untuk mendapat persetujuan dengan 
melampirkan dokumentasi berupa: 

a. surat keterangan kesalahan/kelalaian dari syahbandar /kepala 
banda,ra/perusahaanjasa transportasi lainnya.; dan/atau 

b. surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas. 
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(3) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat 
berwenang membebankan biaya tambahan uang harian, biaya penginapan, 
uang representasi, dan sewa kendaraan dalam Kata pada DPA/DPPA satuan 
kerja herkenaan. 

(4) Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa 
kendaraan dalam Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e san1pai 
dengan huruf j. 

(5) Dalam hal jumlah hari Pe1jalanan Dinas kurang dari jumlah hari yang 
ditetapkan dalam SPD, Pelaksanaan SPD harus mengembalikan kelebihan 
uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan 
dalam Kata yang telah diterima kepada Pejabat yang berwenang. 

(6) Ketentuan pengembalian kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang 
representasi, dan sewa kendaraan dalam Kota sebagaimana dimaksud pada 
ayat (5) tidak berlaku untuk ketentuan sebagaimana d imaksud dalam Pasal 5 
hurufj . 

Pasal 15 

Biaya Perjalanan Dinas Jabatan dibebankan pada DPA/DPPA satuan kerja penerbit 
SPD. 

BAB VI 
PERJALANAN DINAS PINDAH 

Pasal 16 

(1) Perjalanan Dinas Pindah aleh Pelaksana SPD dilakukan berdasarkan Surat 
Keputusan Pindah. 

(2) Surat Keputusan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh 
pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Surat Keputusan Pindah sebagaimana dimaksud pada aya t (1) menjadi dasar 
diterbitkannya SPD. 

(4) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat ses ua i dengan format 
sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 17 

(1) Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf 
b dapat dilaksanakan oleh Pelaksana SPD bcserta keluarga yang sah. 

(2) Perj alanan Dinas Pindah dilakukan dalam rangka: 

a . pindah tugas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat tujuan pindah; 
b. pemulangan pejabat negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara yang 

diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun atau mendapat uang 
tunggu dar i tempat kedudukan ke tempat tujuan menetap. 

c. pemulangan keluarga yang sah dari Pejabat Negara/Pegawai Aparatur 
Sipil Negara yang meninggal dunia dari tempat tugas terakhir ke tempat 
tujuan 1nenetap; 

d . pemulangan pegawai tidak tetap yang diberhentikan karena telah berakhir 
masa kerjanya dari tempat kedudukan ke tempat tujuan menetap, 
sepanjang dialur dalam perjanjian kerja; 

e. pemulangan keluarga yang sah dari pegawai tidak tetap yang meninggal 
dunia. dari tempat tugas yang terakhir ke tempat tujuan menetap, 
sepanjang diatur dalam perjanjian kerja; atau 



f. pengembalian pejabat negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara yang 
mendapat uang tunggu dari tempat kedudukan ke tempat tujuan yang 
ditentukan untuk dipekerjakan kembali. 

(3) Keluarga yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : 

a. istri/suami yang sah sesuai ketentuan undang-undang perkawinan yang 
berlaku; 

b. anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sah menu.rut hukum yang 
berumur paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun pada waktu berangkat, 
belum pernah menikall, dan tidak mempunyai penghasilan sendiri; 

c. anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sall menurut hukum yang 
berumur lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, yang menurut surat 
keterangan dokter mempunyai cacat yang menjadi sebab ia tidak dapat 
mempunyai penghasilan sendiri. 

d. anak kandung perempuan, anak tiri perempuan, dan anak angkat 
perempua.n yang sah menurut hukum yang berumur lebih dari 25 (dua 
puluh lima) tahun yang tidak bersuami dan tidak mempunyai penghasilan 
sendiri. 

(4) Selain keluarga yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bagi Pegawai 
Aparatur Sipil Negara paling rendah golongan IV atau pejabat eselon 111 
diperkenankan pula untuk membawa pembantu rumah tangga sebanyak 1 
(satu) orang. 

(5) Pembantu rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan biaya 
sesuai tingkat penggolongan untuk Pegawai Aparatur Sipil Negara Golongan I. 

BAB VII 
BIAYA PERJALANAN DINAS PINDAH 

Pasal 18 

(1) Bia.ya Perjalanan Dinas Pindall terdiri atas komponen sebagai berikut: 

a. biaya transport pegawai; 
b. biaya transport keluarga; 
c. biaya pengepakan dan angkutan barang; dan/atau 
d. uang harian. 

(2) Biaya Perjalanan Oinas Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dibayarkan secara lumpsum. 

(3) Komponen biaya Perjalanan Dinas Pindall sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dicantumkan pada Rincian Biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan format 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 19 

Penggolongan tingkat Biaya Perjalanan Dinas Pindall sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 18 ayat (1) mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 
ayat (1) . 



Pasal20 

(1) Biaya-biaya yang diberikan untuk Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana 
dimaksud dalan1 Pasal 18 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf f 
sebagai beriku t : 

a . biaya transport pegawai; 
b. biaya transport keluarga yang sah; 
c. uang harian; dan/atau 
d. biaya pengepakan dan angkutan barang. 

(2) Biaya-biaya yang diberikan untuk Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c dan huruf e sebagai berikut: 

a. biaya transport keluarga; 
b. uang harian; dan/atau 
c. biaya pengepakan dan angkutan barang. 

(3) Vang harian Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 
ayat (1) huruf d diberikan untuk pegawai bersangkutan dan masing-masing 
anggota keluarga yang sah dengan ketentuan scbagai berikut: 

a . selama 3 (tiga) hari setelah tiba di tempat tujuan pindah/menetap yang 
baru; 

b. paling lama 2 (dua) hari untuk tiap kali menunggu sambung (transit) 
dalam hal perjalanan tidak dapat dilakukan langsung; 

c. sebanyak jum lah hari tertahan dalarn hal pegawai yang bersangkutan 
jatuh sakit dalam perjalanan dinas pindah, satu dan lain hal menurut 
keputusan KPA; ata.u 

d. sebanyak jumlah hari tertahan dalam hal pega.wa.i yang sedang 
menjalankan perjalanan dinas pindah 1nendapat perintah dari Pejabat 
yang menerbitkan Surat Tugas untuk melakukan tugas lain guna 
kepentingan Negara. 

Pasal 21 

Pei:jalanan Dinas Pindah yang dilakukan dalam rangka pindah tugas sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a atas permintaan sendiri, tidak diberikan 
biaya Perjalanan Dinas. 

Pasal 22 

(1) Perhitungan biaya pengepakan dan angkutan barang sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 18 ayat ( 1) didasarkan pada: 

a. satuan biaya yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati 
ini; 

b. volume barang; dan 
c. jarak antara tempat kedudukan dengan ternpat tujurui. 

(2) Jarak antara tempat kedudukan dengan tempat tujuan sebagaimana 
dimaksud ayat (1) ditetapkan menurut daftar jarak resmi atau menurut 
keterangan resmi dari instansi yang berwenang. 



PasaJ 23 

(1) Dalam biaya pengepakan dan angkutan barang termasuk untuk bongkar muat 
dan penru:,rudangan. 

(2) Biaya pengepakan dan angkutan barang dengan menggunakan kendaraan 
angkutan darat d iberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari satuan biaya 
sesuai Peraturan ini. 

(3) Biaya pengepakan dan angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
diberikan dalam ha! Perjalanan Dinas Pindah dilakukan dalam jarak: 

a. kurang dari 100 (seratus) kilometer di wilayah provinsi bengkulu; a.tau 
b . kurang dari 50 (lima puluh) kilometer di luar provinsi bengkulu. 

(4) Satuan Volume Pengepakan dan Angkutan Ba.rang yang digunakan sebagai 
dasar. perhitungan sebagaimana tercantum pada Lampiran IV yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 24 

Biaya Perjalanan Dinas Pinclah clibebankan pada DPA/DPPA satuan kerja yang 
menerbitkan surat keputusan pindah/mutas i. 

BAB VIII 
PELAKSANAAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS 

Pasal 25 

(1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas diberikan dalam batas Pagu Anggaran 
yang tersedia dalam DPA/DPPA satuan kerja berkenaan. 

(2) PembayaTan biaya Perjalanan Dinas kepada Pelaksana SPD paling cepat 5 
(lima) hari kerja sebelum Perjalanan Dinas dilaksanakan. 

(3) Pacla akhir Tahun Anggaran, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dapat melebihi 5 (lima) hari ke1ja menyesuaikan dengan ketentuan yang 
mengatur mengenai langkah-langkah menghadapi akhir Tahun Anggaran. 

(4) Pengajuan biaya Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud dalain Pasal 
17 ayat (2) diatur sebagai berik u t: 

a. untuk huruf d berlaku untukjangka waktu 1 (satu) Tahun terhitung sejak 
tanggal pemberhentian atau meninggal dunia; 

b. untuk huruf b, hu ruf c, dan huruf e berlaku paling lambat 1 (satu) Tahun 
terhitung sejak tanggal dibayarkan pensiun pertama 

Pasal 26 

(1) Pembayaran biaya Perjalan an Dinas dilakukan melalui mekanisme UP/GU/TU 
clan/ atau mekanisme pembayaran Langsung (LS). 

(2) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan mekanisme LS dilakukan melalui: 
a . perikatan dengan penyediajasa; 
b. bendahara pengeluaran; atau 
C. pelaksana SPD. 

(3) Petjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan melalui pelaksanaan tugas dan 
fungsi yang melekat pacla jabatan; dan 

(4) Perjalanan Dinas Jabatan dalan1 rangka mengikuti rapat, seminar clan 
sejenisnya. 



PasaJ 27 

(1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dilakukan melalui mekanisme UP/GU/TU 
dilakukan dengan memberikan uang muka kepada Pelaksana SPD oleh 
Bendahara Pengeluaran. 

(2) Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan 
persetujuan pemberian uang muka dari Pejabat yang berwenang dengan 
melampirkan dokumen sebagai herikut: 

a. surat tugas atau surat keputusan plndah; 
b . fotocopy SPD; 
c. kwitansi tanda terima uang muka; dan 
d . rincian perkiraan biaya perjalanan dinas. 

Pasal 28 

(1) Penyedia jasa untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dapat berupa event 
organizer, biro jasa perjalanan perusahaan dan jasa transportasL 

{2} Penetapan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
sesuai ketentuan yang mengatur pengadaan barang/jasa pemerintah. 

(3) Komponen biaya Perjalanan Dinas yang dapat dilaksanakan dengan perikatan 
meliputi biaya transpor termasuk pembelian/pcngadaan tiket. 

Pasal29 

(1) Kontrak/perjanjian dengan penyedia jasa dapat dilakukan untuk 1 (satu) paket 
kegiatan atau untuk kebutuhan periode tertentu. 

(2) Nilai satuan harga dalrun kontrak/perjanjian tidak diperkenankan melebihi 
tarif tiket resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan jasa transportasi. 

( 1) Pembayaran biaya Perjalanan 
prestasi kerja yang telah 
kon trak/ perjanjian . 

Pasal 30 

Dinas kepada penyedia jasa didasarkan atas 
diselesaikan sebagaimana diatur dalan1 

(2) Atas dasar prestasi ketja yang telah diselesaikan, penyedia jasa mengajukan 
ta.gihan kepada Pejaba.t. yang berwenang. 

Pasal 31 

(1) Pembayara.n biaya Petjalanan Dinas Jabatan dengan mekanisme LS dilakukan 
melalui transfer dari Kas Daerah ke rekening Bendahara Pengeluaran, pihak 
ketiga atau Pelaksana SPD. 

(2) Da!run hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang dibayarkan kepada Pelaksana 
SPD melebih i biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang seharusnya 
dipertanggungjawabkan, kelebihan biaya Perjalanan Dinas Jabatan tersebut 
harus disetor ke Benda.hara Pengeluaran dan atau ke Kas Daerah melalui 
Pejabat yang berwenang. 

(3) Penyetoran kelebihan pembayaran ke Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dilakukan dengan: 
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a. menggunakan Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) untuk Tahun 
Anggaran Belanja;atau 

b. menggunakan Surat Sctara11 Buku Pajak {SSBP/ untuk Tahun Anggaran 
lalu. 

(4) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang dibayarkan kepada Pelaksana 
SPD kurang dari yang seharusnya, dapat dimintakan kekurangannya. 

(5) Pembayaran kekurangan biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan melalui mekanisme UP/GU atau LS. 

Pasal 32 

Tata cara penga,juan tagihan kepada Pejabat yang berwenang, pengujian surat 
permintaan pembayaran, dan penerbitan Surat Perintah Membayar oleh Penanda 
Tangan SPM, dan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh PPKD 
Selalru BUD berped01nan pada Peraturan Bupati Mengenai tata cara pembayaran 
atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

Pasal33 

(1) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan, biaya 
pembatalan dapat dibebankan pada DPA/DPPA satuan kerja berkenaan. 

(2) Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya 
pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. surat pernyataan pembatalan tugas perjalanan dinas jabatan dari atasan 
pelaksana SPD, atau paling rendah Pejabat Eselon II bagi pelaksana SPD 
dibawah pejabat eselon III ke bawah, yang dibuat sesuai format 
sebagaimana tercantuzn pada La.mpirai1 V yai1g merupakan bagiai1 tidak 
terpisahkan dari peraturan bupati ini; 

b. surat pernyataan pembebanan biaya pembatalan perjalanan dinas jabatan 
yang dibuat sesuru format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; 

c. pernyataan/tanda bukti besaran pengembalian biaya transport dan/atau 
penginapan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang; 

(3) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DPA/DPPA satuan kerja 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: 

a. biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan; atau 
b. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan 

yang tidak dapat dikembalikan/ refund. 

BAB IX 
PERTANGGUNGJAWABAN BfAYA PERJALANAN DINAS 

Pasal34 

( 1) Pelaksana. SPD mempertanggungjawabkan pelaksana Perjalanan Dinas kepada 
pembeti tugas dan biaya Perjalanan Dinas kepada Pejabat yang berwenang 
paling lambat 5 (limaJ hari kcrja sctelah Perjalanan Dinas dilaksanakan. 

(2) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimal{sud 
pada ayat (1) dengan melan1pirkan dokumcn bcrupa: 

a. surat tugas yang sah dari atasan pelaksana SPD; 



b. spd yang telah ditandatangani oleh pejabat berwenang dan pejabat 
ditempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi 
tempat tujuan perjalanan dinas; 

c. tiket pesa:wat,boarding pass,airport tax,retribusi, dan bukti pe1nbayaran 
modal transportasi lainnya; 

d. daftar pengeluaran riil sesuai dengan format sebagaimana tercantum 
dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisabkan dari 
Peraturan Bupati ini; dan 

e. bukti pembayaran yang sab untuk sewa kendaraan dalain kota berupa 
kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan 
usaha yang bergerak dibidang jasa penyewaan kendaraan. 

(3) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) huruf c dan h.uruf e tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya Perjalanan 
Dinas Jabatan dapat hanya menggunakan Daftar Pengeluaran Riil 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d. 

(4) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dengan melarnpirkan dokumen berupa: 

a. foto copySurat Keputusan pindah; 
b. SPD yang telah ditandatangani pihak yang berwenang; 
c. kwitansi/bukti penerima untuk uang harian; 
d. kwitansi/bukti penerima untuk biaya transpor; dan 
e. kwitansi/bukti penerimaan untuk biaya pengepakan dan angkutan 

barang. 

Pasal 35 

(1) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) melakukan Perhitungan Rampung 
seluruh bukti pengeluaran biaya Perjalanan Dinas dan disampaikan kepada 
Benda.hara Pengelua,ran. 

(2) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berwenang untuk menilai 
kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum dalam daftar 
pengeluaran sebagaimana dilnaksud dalam Pasal 34. 

(3) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mengesahkan bukti pengeluaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyan1paikan kepada Bendahara 
pengeluaran sebagai pertanggungjawaban UP/ GU /TU atau bukti pengcsaban 
Surat Pern1intaan Membayar/Surat Pennintaan Pencairan Dana (SPM/SP2D) 
LS Perjalanan Dinas. 

Pasal36 

Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikan dari harga 
sebenarnya (mark up}, dan/atau Perjalanan Dinas rangkap (dua kali atau lebih) 
dalam pertanggungjawaban Pcrjalanaan Dina.s yang bcra.kibat kerugian yang 
diderita oleh negara, bertanggungjawab sepenuhnya at.as seluruh tindakan yang 
dilakukan. 



BABX 
PENGENDALIANINTERNAL 

Pasal37 

( l) Bupati/Pimpinan OPD menyelenggarakan pengendalian Internal terhadap pelaksana Perjalanan Dinas. 
(2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan pen.1ndang-undangan. 

BAB XI 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 38 
(I) Pejabat Penerbit Surat Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat memerintahkan pihak lain di luar Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Pegawai Tidak Tetap untuk melakukan Perjalanan Dinas. 
(2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melakukan Perjalanan Dinas untuk kepcntingan Negara, digolongkan dalam tingkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1). 
(3) Penggolongan terhadap pihak lain sebagairoana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan dcngan mcmpcrtimbangkan tingkat pendidikan/kepalutan/ tugas yang bersangkutan. 
(4) Pegawai Aparatur Sipil Negara Golongan I dapat melakukan Perjalanan Dinas dalam hal mendesak/khusus, dalam hal tenaga teknis tidak diperoleh di tempat bersangkutan. 
(5) Jumlah hari Perjalanan Dinas bagi ASN dalam sebulan maksimal 50% dari jumlah hari kerja bulan bcrsangkutan, kecuali ada sur-at yang mengharuskan untuk melakukan Perjalanan Dinas 

BABXJI 
l(ETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 39 

Ketentuan mengenai satuan volume barang sebagaimana dasar perhitungan biaya pengepakan dan biaya angkutan barang scbagaimana tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dtgunakan sebagai dasar penyusunan Standar Biaya pengepakan dan angkutan barang. 

Pasal 40 

Ketentuan mengenai Perjalanan Dinas yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati ini berlaku sepanjang belum dia tur dalam peraturan yang lebih tinggi. 



b. spd yang telah ditandatangani oleh pejabat berwenang dan pejabat 
ditempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi 
tempat tujuan perjala.nan dinas; 

c. tiket pesawat,boarding pass,airpon tax,rctribusi, dan bukti pcmbayaran 
modal tra.,sportasi lainnya; 

d. daftar pengeluaran riil sesuai dengan format sebagaimana tercantum 
dalam lampiran VII yang merupa.kan ba.gian tidak terpisahkan dari 
Pcraturan Bupati ini; dan 

e . bukti pembayaran yang sab untuk sewa kendaraan dalan1 kota berupa 
kuiW.IiSi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarka.,"1 oleh badan 
••<"nl--.n .... ,,,-(1 borapr..-..lK A.;1--.;A .............. ;,•u-•,., p~nyPwn"r. kp-A ..................... ..... ..,~J.C:t J<=U!b ...... _o __ ,:,_ •. HU.!.\.i<CU.;.5 J a..:,a ~ ! .., C'-0-l - -- ·!!· '-.!.<1.J.Cl<U£, 

(3) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi sebagaima.na dimal{sud pada ayat 
I()\ t-..~,,...., ,f' .,-. A,-,....-. l--.1,,,...uf p t -L-t.-..h- A~ ..... , ... ,,...,....1 0 1-. n.::u•tMnggtJf':C; ,..,..,,.,..1,.,,,.....,... h;,..,. .. a D~!J•.l'.)]~r...,. ,.... ­\ .:i::.:; !..!: •~,;. ;, o,.~~ v u.cu.1. J. ! V~J. __ - .!•-tC'- '1:. 1-!..l lJ',.; ' VJ.v.u., j-1,._,.! c::w. -·- i<..,JO.':"',:>. •_, ,;~;• Vl.(;.l.j ..:. '--- CU- ...!iC'..!..l-

DinaS Jabatan dapat hanya menggunakan Daftar Pengeluaran Rii1 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d . 

(4) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud 
pada ayat {l) dengan melampirkan dokumen berupa: 

a. foto copySurat Keputusan pindah; 
b. SPD yang telah ditandatangani pihak yang berwenang; 
c. kwitansi/ bukli penerilna untuk uang ha.rian; 
d. kwitansi/bukti penerima untuk biaya transpor; dan 
e. kwit::insi/bukti penerimaan untuk biay::i pengepakan dan angkutan 

barang. 

Pasal 35 

(1) Pejabat Pelaksmrn Teknis Kegiatan (PPTK) melakukan Perhitungan Rampung 
seluruh bukti pengeluaran biaya Perjalanan Dina.s dan d isampaikan kepada 
Bendahara Pengeluaran. 

(2) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berwenang untuk menilai 
kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum dalam daftar 
pengeluarar1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34. 

(3) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mengesahkan bukti pengeluaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (ll dan menyampaikan kepada Bendahara 
pcngeluar·a11 sebagai ped.anggungjawaban UP/ UU/TU atau bukti pcngcsahan 
Surat Permintaan Membayar/Surat Permintaan Pencairan Dana (SPM/SP2D) 
LS Petjala.nan Dinas. 

Pasal 36 

Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikan dari harga 
sebenarnya (mark up}, dan/atau Perjalanan Dinas ra.ngkap (dua kali atau lebih) 
dalam pertanggungjawaban Perjalanaan Dinas yang berakibat kerugian yang 
diderita. oleh negara, bertanggungjawab sepenuhnya a.tas seiuruh tindakan yang 
dilakuka.n. 



BABX 
PENGENDALIAN INTERNAL 

Pasal 37 

(1) Bupati/Pin1pinan OPD menyeler1ggarakai---i pengend.P.lian Internal terhadap 
pelaksana Perjalanan Dinas. 

(2) Pengendalian internal sebagaitnana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAB XI 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 38 

(1) Pejabat Penerbit Surat Togas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) 
dapat memerintahkan pihak lain di luar Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil 
Negara/Pegawai Tidak Tetap untuk mclakukan Perjalanan Dinas. 

(2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melakukan Perjalanan 
Dinas untuk kepentingan Negara, digoiongkan dalam tingkat sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1). 

(3i Penggolongan terhadap pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
ditentukan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan dengan mempertimbangkan 
tingkat pendidikan/ kepatutan/ tugas yang bersangkutan. 

(4) Pegawai Aparatur Sipil Negara Golongan J dapat melakukan Perjalanan Dinas 
dalam ha! mendesak/khusus, dalam hal tenaga teknis tidak diperoleh di 
tempt'l.t bersangkutan. 

(5) Jumlah hari Pez:jalanan Dinas bagi ASN dalam sebulan maksimal 50% dari 
Jumlah hari kerja bulan bersangkutan, kecuali ada surd.t yang meng.haruskan 
untuk melakukan Perjalanan Dinas 

BAB XII 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 39 

Ketentuan mengenai satuan volume barang sebagaimana dasar perhitungan biaya 
.-,..:.~N.:.""'a'' ",.... .. ~ .... ..... h 1,.,,, ..... ,.... .............. t ... ~~+,... ...... 1-,.,... ... ,... .......... ... ~1,.,.ag~1·m~-a tor,... ..... -~lu'OV, _,...,t ..., I ,,., .............................. n, .1:-' ..... J...:.5.__.p .n..c'.\.i .ct u ~ t ,1. v "'o. • ..r ~:. c>...!. .:.,iSn_a_u.-ci..11 !--''!:"...!. -:u .10 c-c; !..~ cs ____ o .. u . '-- 1...-a,.u 1.- .1. .u . pc1,,u~ J...'"1,.t.u1.1,;..a, (;'U , 1. v 

yang merupakan bagian tidal< terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, digunakan 
sebagai dasar penyusunan Standar Biaya pengepakan dan ang.kutan barang. 

Pasal 40 

Ketentuan mengenai Perjalanan Dinas yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati ini berlaku sepanjang belum 
diatur dalam peraturan yang Jebih t inggi. 



BAB Xlll 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 4 1 

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini maka, Peraturan Bupati Kaur Nomor 
122 Tahun 2018 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri dan 
Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai 
Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2019 
dinyatakan ticiak beriaku. 

PasaJ 42 

Peraturan Bupati ini mulai berlaJ;:u pada tanggal 1 Januari 2020. 

Agar setiap orang mcngetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaur . 

Diundangkan di Bintuhan 
pada tanggal ?, 1 ~ e, e ni ber- 2019 

SEKR RIS DAERAH 
KABUJ¾l~ KAUR, 

/ 

NANDAR M ADJ 

Ditetapkan di Bintuhan 
pada tanggal 30 \)fSflnbl:'I,~ 2019 

~ BUPATJ KAUR,i 

~ I 
PAUSI 

BERITA DAERAH KABUPATEN KAURTAHUN 2019 NOMOR: 7<3~ 



Peraturan Daerah: Lembar ke 

Kode No 
Nomor 

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD) 
1 PeJabat berwenang yang member, penntan 

2 
Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan per jalanan dinas 

3 a. Pangkat dan Golongan 
b. Jabatan/lnstansi 
c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas 

4 MaKsua Peria1anan v1nas 
~ IAlat angkutan yang d1pergunakan 

6 a.Tempat berang,at 
b.Tempat Tujuan 

7 a. Lamanya Perjaranan Dinas 
b. Tanggal berangkat 
c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru •) 

8 Pengikut : Nama 
l. 

2. 
3. 
4. 
5. 

9 1-'emcecanan Anggaran 
a. lnstansi 
b. Mata Anggaran 

10 Keterangan 1a1n-1am 
~oret yang tiaaK penu 

Lampiran I Peraturan Bupati 

Nomor : 11 '3 Tahu n 2019 
Tanggal : '30 Desember 2019 

a. 
b. 
c. 

a. 
b. 
a. 
b. 
c. 

1angga1 l...dmr Keterangan 

a. 
b. 

Dikeluark;m di 
Tanggal 

KEPALA SKPD/PA/KPA 

( ................................................. ) 
NIP. 



I. Berangkat dari : 
(Tempat Kedudukan) : 
Ke 

Pada Tanggal 

Kepala/PA/ KPA 

(, ,,, , ...... ........ .... ' ..... ............... ....... ) 
NIP. 

II. 11ua d1 : BerangKat can : 
Pada Tanggal Ke 
Kepala : Pada Tanggal : 

Kepala 

(,,, ......... ............ ........ .. . ................... ) { .. .. ........ .......... "" ........... ...... .............. ) 
NIP. NIP. 

Ill. , ,.,. 01 : tierangkat dan 
Pada Tanggal : Ke : 

Kepala : Pada Tanggal : 
Kepala 

{ .......... .... ..................... , ,, ., .... ............. ) ( ............................................ ..... ........ ) 
NIP. NIP. 

IV. Tioa .,1 BerangKat aan : 
Pada Tanggal : Ke 
Kepala : Pada Tanggal ; 

Kepala 

( ... ' .... ... " " " ................... ' ...... ...... ' .. " " .) { ....................... ........ " ........... , , .. " .. " ... ) 
NIP. NIP. 

V, ,1uad1 : Berang•at can 
(Tempat Kedudukan) Ke : 
Pada Tanggal : Pada Tanggal 

Kepala Kepala 

( ................. .. ........ ............... .. .......... .) { .. .. .. . . ........ .... . " ......... .... " ........ ' ... ) 
NIP. NIP. 

IVI. 11ua 01 Te1an a,penKsa uengan Keterangan oanwa perja,an 
(Tempat Kedudukan) an tersebut atas perin tah nya dan semata-mata 
Pada Tanggal un tuk kepent ingan jabatan dalam wakt u yang sesing 
Kepala/ PA/KPA : kat-singkatnya. 

Kepala SKPD/PA/KPA 

{ ................... """ " " ................. .. ......... ) ( ..... . ............... .................. ) 
NIP. NIP 

Vll.\.atatan Lain-Lain 
I viii. ecRHAT11-1iv : 

Pejabat Yang menerbit kan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal 

berangkat/ tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggungjawab berdasarkan pe, aturan-peraturan Keuangan Negara 
apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya 

-11 BU 

USI 



Lampiran SPD Nomor 
Tanggal 

No PERINCIAN BIAVA 
1 

2 
3 
4 

s 
6 
7 

8 

Jumlah 
Terbilang 

Telah dibayar sejumlah 
Rp ......... . 

PPTK 

(......... . ..... .. .. ........ ) 
NIP 

Ditetapkan sejumlah 

Yang telah dibayar semufa 
Sisa kurang/febih 

Lampiran II Peraturan Bupati 

Nomor : u~ 
Tanggal: ~!> 

RINCIAN BIAVA PERJALANAN DINAS 

Tahun 2019 

Desember 2019 

JUMLAH KETERANGAN 

Rp. 

...... .. .. .. , tanggal, bufan, t ahun 

Tefah menerima jumfah uang sebesar 

Rp .. .. .... ........ .. .. ...... .. ................... ...... . 

Yang Menerima 

( ... .... .... .................. ........... ) 
NIP 

PERHITUNGAN SPD RAMPUNG 

: Rp .................. ..... ................ . 

: Rp ......... , .................. .... ........ . 

: Rp ......................... ..... . 

KEPALA SKPD 

(.. ......... . ......... .. .......... ) 
NIP 

A 



FASILITAS TRANSPOR BAGI PElAKSANA SPO DAN KELUARGA 

PEJABAT NEGARA TINGKAT BIAVA 
No 

PERJAlANAN DINAS Pesawat Udara I 
2 

3 • 
A Bisnis 

Ketua/Wakil Ketua dan Anggota pada MPR, DPR. DPD, BPK.MA,MK, Menteri, Pejabat 1 setingkat Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati/Walikota, Ketua/Wakil Ketua/Anggota Komlsi, Pejabat Eselon I, dan Pejabat Lainnya yang setara 

2 Pcjabat Negara Lainnya, Pejabat Eselon II, dan Pejabat Lalnnya yang setara B Ekonomi 3 Pejabal Eselon Ill atau Pegawai Negeri Sipil yang digaji menurut Golongan IV C Ekonomi 4 Pejabat Eselon IV atau Pegawai Negeri Sipil yang digaji menurut Golongan 111 D Ekonomi 5 Pegawai Negeri Sipil yang di gaji mcnurut Golongan II dan Golongan I E Ekonomi 

Lampiran Ill : Peraturan Bupatl 
Nomor 113 
Tanggal : '30 11rxt1t~ r 

Tahun 2019 
2019 

MODAL TRANSPORTASI 
Kapal laut Kereta Api/Bus Lainnya s 6 7 

VIP/Kelas IA Speslal/Eksekutif Sesual Kenyataan 

Kelas I B Eksekutif Sesuai Kenyataan Kelas II A EksekutiF Sesuai Kenyataan Kelas II A Eksekutif Sesuai Kenyataan Kelas II A Eksekutif Sesuai Kenyataan 

-=:: _..j!. /GUSRU(PAUSI 



NO 

1 

2 

3 

l ampiran IV Peraturan Bupati 

Nomor : 1[3 

Tanggal : 30 
Tahun 2019 

Desember 2019 

SATUAN BIAVA PENGEPAKAN DAN ANGKUTAN BARANG PERJALANAN DINAS PINDAH DALAM NEGERI 

URAIAN SATUAN BESARAN 

Kereta Api 

- Pengepakan dan Penggudangan m3 Rp75.000 

- Angkutan km/m3 Sesuai Tarif Berlaku 

Truck 

• Pengepa,kan dan Penggudangan 
m3 Rp60.000 

- Angkutan km/m3 Rp400 

Angkutan Laut/ Sungai 

- Pengepakan dan Penggudangan 
m3 Rp60.000 

-Angkutan km/m3 Rp400 

• Angkutan Laut/Sungai m3 Sesuai Tarif Berlaku 



Lampiran V :Peraturan Bupati 
Nomor : I\, Tahun 2019 
Tanggal : 30 Oesember 2019 

SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS JABATAN 
NOMOR ................ ......................... . 

Yang bertanda tanga.n di bawah ini: 
Na111a : ......... ............. ..................... ...... ... ........ ........... ... ........... . (1) 
NIP : .... ......... ..... . ............... .. ....... ......... .. .. . .. . ....... . .. . ...... ....... .. (2) 

Jabatan 
Unit/ Organisasi 

: .. .. ... .. ..... ...... ... ... ........ ... ....... .... ..... ..... ....... ...... ............... (3) 
: ... ... ..... ...................... .......... ......... ... ... ...... .......... ... .. .. ..... (4) 

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas Perjalanan Dinas J abatan atas 
nama : 

Nama 
NIP 
,Jabatan 
Unit/Organisasi 

: ..... .......... ... ... ... ........ ... ... .... ... ... ..... .. . ... ..... ... ... ... ....... .. ... . (5) 
: ...... .. .... ... ...... .. ......... ... .... .. .... .. ... ... ... ... ....... ... .. ..... ...... ... . (6) 
: .... ... .... ... .. .. .... .. .. .... . .. ... .. ... ..... ...... .... ... .... .. .......... ... ... ... .. (7) 
: .. .. .. ..... ...... ·· ··· ...... ... ... ...... ... .............. ... .......... ... ... . ...... ... (8) 

Dibatalkan atau ticlak clapat dilaksanakan clisebabkan adanya keperluan clinas 
lainnya yang sangat mendesak/pentin g dan tidal< dapat ditunda yaitu 
.. ' .. ' ....... ......... ... ......... ' .. ........ '.' .. ' . ' .. ' .. ' .. ' ...... ..................... ... ' .. ' .. ' . ' ' .. ' .. ' ... ' .. ' .......... . 
(9) ... . .. ... ... .... ... ... .. .... ... ......... ............ ...... .. .. ... ... ... ... ...... .... .. .. ................... .. ..... .. .. .. . 

Sehubungan dengan pcmbatalan tersebut, pelaksanaan pe1jalanan dinas tidak 
dapat digantikan oleh pejabat/ pegawai negeri lain. 

Demikian surat pernyataan ini clibuat dengan sebenarnya clan apabila 
dikemudian hari ternyata surat pernyataan in i t idak benar, saya bert cmggung 
j awab panuh dan bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang 
berlaku. 

. ...... ........................ ... .... ... ... ... (10) 

KEPALA SKPD 

... .... .. ......... ... ... ............ (11) 

PETUNJUK PENGISIAN FORMAT 
SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS JABATAN 

(! ) Diisi nama atasan Pelal<sana SPD, yaitu: 
a. Kepala Satuan Kerja untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh 

Peiaizsana SPD pada Satuan Kerja berkenaan; 



b. Atasan langsung kepada sa tuan kerja untuk Perjalanan Dinas Jabatan 
yang dilakukan oleh Kepala Satuan Ketja; 

c. Pejabat Eselon II untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh 
Pelaksana SPD dalam lingkup eselon II/ sct ingkat cselon IT berkenaan; atau 

(2) Diisi NIP atasan Pclaksana SPD 
(3) Diisi jaba.tan a tasan Pelaksana SPD 
(4) Diisi nama unit Organisasi a tasan Pela ksana SPD 
(5) Diisi nama kementerian negara/lembaga dari atasan Pelaksana SPD 
(6) Diisi nama Pelaksanaan SPD 
(7) Diisi NIP Pelaksana SPD 
(8) Diisi jabatm1 Pelaksana SPD 
(9) Diisi nama Unit Organisas i Pelaksana SPD 
(10) Diisi alasan pembatalan pelaksana pe1:jalanan dinas 
( 11) Diisi tempat, tanggal,bulan, dan tahun ditandatangani surat pernyataan 
(12) Diisi tanda tangan dan nmna jelas atasan Pelaksana SPD 

..Jf BUPA I KAUR,1 



Lampiran VI :Peraturan Bupati 
Nomor : 11i Tahun 2019 
Tanggal: -;0 Desen1ber 20 19 

SURATPERNYATAANPEMBEBANAN 
BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS JABATAN 

NOMOR ..... .................................... . 

Yang bertanda tangan di bawah ini : . 
Naina : ..... .. .. ... ..... .. .. ..... ...... .... .. .......... .. ......... .... ..... ... .. .... ... ...... \1) 
NIP : ·· ········· ··········· ···· ··· ··· ············ ····· ···· •······· ·· ·· ··· ···•··· ···· ······•l2) 
Jabatan : .. ...... ... .................. ...... .. .... ... ....... ... ..... ... .. • ..... •·· •· • • •· · ··· • .. (3) 
Satker : .... ............ ... ....... ......... ... ..... ....... .. ... ... ... .... ...... ..... .. ........ (4) 

Menyatak an dengan sesunggub nya, bahwa Perjalanan Dinas Jabatan 
berdasarkan Surat Togas Nomor : ...... Tanggal ..... dan SPD 
Nomor. ... . Tanggal. .... atas nama: . 

Nania : ............ .. .. .......... ...... ... ...... ... ..... .......... ........ .. ... .... ...... .. .. (5) 
NIP : ...... ... .... ... ...... .. .. ...... ...... .. ... ....... ... ...... ... ... ...... ....... .... .... (6) 
Jabatan : .... ..... .... ............ .. ....... .. .... ....... ........ ... ..... ..... ...... .... ...... .. (7) 
Satker : .... .. ... ... ....... ...... .. .... ... ......... ..... .... ......... .. . .. .. ....... ... ...... .. (8) 

Dibatalkan sesuai dengan surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas 
,.Jabatan Nomor ..... ... ... .. Tanggal ... ..... . 

l:3erkenaan dengan pembatalan terse but, biaya transpor berupa ...... ......... (9) .... . 
clan biaya penginapan yang telah terlanjut dibayarkan atas bcban DIPA tidak 
dapat diken1balikBn/ refi.md (sebagaimana/ seluru.hnya) sebesar Rp ..... .... .... (10) 
.. ........ . ,sehingga cl ibebankan pada DIPA Nomor : ..... ...... . tanggal ......... . Satker 
.. ...... (11) 

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya clan apabila 
dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar clan .menilnbulkan 
kerugian negara, saya bertanggun gjawab penuh clan hersedia menyetorkan 
k erugian negarn. tersebut ke Kas Negara. 

. ..... ......... ..... ........... ................ ( 12) 

KEPALA SKPD 

·· ·· ······ ······· ········ ··· ··· ········ ·· ······ ·(13) 

PETUNJUK PENGISIAN FORMAT 
SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN 

BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS JABATAN 

(l) D!is! nama PA satuan kerja yang dibebani biaya pe~jalanan dinasnya. 
((2,.
3

)) D::s: ~fP_PA sat uan kerja yang dibebani biaya pcrjalanan dinasnya. 
D11s1 Jabatan PA satuan ke ,ja y ang di be bani biaya perjalanan dinasnya 



(4) Diisi nama satuan kerja yang dibebani biaya perjalanan dinasnya 
(5) Diisi nama pelaksana SPD 
(6) Diis i NIP Pclaksana SPD 
(7) Diisi jabatan Pelaksana SPD 
(8) Dusi nama satuan kerja yang dibebani biaya perjalanan dinasnya 
(9) Diisi nama kementerian negru:a/ len1baga daii sa tuan kerja yang dibebani 

biaya pe1jalanan dinasnya 
( 10) Diisi Transpor yang digunakan 
( l 1) Diisi dengan jumlah rupiah biaya t ranspor dan penginapan yang tidak dapat 

dikembalikan/ refund sebagaian/ seluruhnya 
( 12) Diisi nomor D!PA, tangga l, dan nama satuan ke1ja yang dibebani biaya 

perjalanan dinasnya 
(13) Diisi dengan tempat dan tanggal menandatangani surat pernyataan 
(14) Diisi tanda tangan dan namajelas Pi\ sat.uan kerjayang dibebani biaya 

perjalanan dinasnya. 

~ BUPATIKAUR, r 



Lampiran VII : Peraturan Bupati 
Nomor : 113 Tahun 2019 
Tanggal : '3D Desem ber 20 19 

DAFTAR PENGELUARAN RIIL 
Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama 

N!P 
' .. ................ ....... ... .. .. ..... ... ..... .. .. ...... .. ... ..... ........................ . . ... .. .. ... ... .. ....... ..... ....... ... .. .. .. .... . ... .. ... . ... .. ......... .. ... . . ... . . q . .,,. 

Jabatan . .. ... ...... .. .. ..... .. ... . , ..... ......................................................... . 
Berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor .. .. ...... tanggal .. .. ...... ,dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: l. Biaya transpor pegawai di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluaran, meUputi: 

No Uraian Jumlah 

Jumlah 

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud dan apabila di kcmudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut kc Kas Negara. 

Demikian pemyataan ini kami buat dengan sebenarnya, u n tuk d ipergunakan sebagaimana mestinya. 

Me ngetahui / Menyetujui: 
KEPALA SKPD, 

····························· ··············· NIP ... ... .. .......................... . 

. ............ ,tanggal, bulan, tahun 
Pelaksana SPD, 

• • • • • • • • • • •••••• • I • • ' • • ••'• I •••••'•• ••• 0 ••''• I • NIP ............. ... ........ ...... ........ . 

~ BUP TI KAUR, \ 

I GUSRI PAUSI 



NO 

1 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
2 4 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 

Lampiran VHI : Peraturan Bupati 
Nomor : 11~ Tahun 2019 Tanggal : ;o Desember 2019 

TARIF TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI 

PROVINS! TARIF 
TAKSI 2 

3 
Nanggroe Acch Darussalam 

123.000,-Sumatera Utara 
232.000,-Riau 
94.000,-Kepulauan Riau 

137.000,-Jambi 
147.000,-Sumatera Barat 
190.000,-Sumatera Selatan 
128.000,-Lampung 
167.000,-Bengkulu 
109.000 ,-Bangka Belitung 
90.000,-Banten 

446.000,-Jawa Barat 
166.000,-D.K.I Jakarta 
256.000,-Jawa Tengah 

75.000,-0.1 Yogyakarta 
118.000,-Jawa Timu r 
194.000,-Bali 
159.000,-Nusa Tenggara Barat 
231.000,-Nusa Tenggara Timur 
108.000,-Kalimantan Barat 
135.000,-Kalimantan Tengah 
111 .000,-Kalimantan Selatan 
150.000,-Kalimantan Timur 
450.000,-Kalimatan Utara 
218.000,-Sulawesi Utara 
138.000,-Gorontalo 
240.000,-Sulawesi Barat 
313.000,-Sulawesi Selatan 
145.000,-Sulawesi Tengah 
165.000,-Sulawesi Tenggara 
171.000,-Maluku 
240.000,-Maluku Utara 
215.000,-Papua 
431.000,-Papua Barat 182.000,-

-4(_ BUPATI KAUR,, 

.. 

AUSI 



NO PROVINS! 

1 2 
l Na'@"" l¼,h 

I I Oan,,s;,lam 
2 Sum>ten Utan 

I ~ j RiGU 

I 4 KeOlll.auan Riau 

! s 

LampiranlX Peraturan Bupati 
riomor HJ 
Tanggal : 10 

Tahun 201Y 
Desember 2019 FASILITAS KELAS PENGINAPAN DAN BIAVA PENGINAPAN PERJALABAB DIMAS DAI.AM MEGER! 

I SAnJ~ TINGKAT A 

TINGICAT OAN FASJUTAS HOTEL 

Tf#IGKAT 8 TINGKATC TIHGICAT 0 TINGKATE TIH.GkATF 3 4 5 6 7 8 9 ~· I "" "'·2c~.- "3.'i26~.- ,3.:2t:~.- '"l-:t'l-1~ '';t:~ ~.- I ~:;,r .C""'\. -' . OH ~.960.000,- l-518.000,· l.SlS.000,· ~.100.000,· 530.000,- 530.000,· 
I CH 3.!l20.0w,- 3.llS.000,· '3.119.000,· :i..o:A.G.XJ,· t 552.000,- I 652.000,-

I 

, ' OH 4.275.000.· 1.854.000.- 1.854.000,· lt.037.000.- 192.000.- 792.000.• I 4.000.000,• 13.337.000,· 3.337.000,· 11.212.000.- I sso.ooo,. ,so.ooo .. 

. - I Jam~l ___ J ~ H- _ ---------
3332.000,· - ri.353.000; 7 650.000,· - 650.000.· -

6 S<llnaten Barat OH S.236.000,· I 3.332.000,-7 Sumatera S...lataI1 OH 8.447.000,· /3.033000,· 3.0830C0,· '1.sn.000.- 861.000,• 861.COO,• 
i , -:r'f"-=-• 1 .:,i , 4.-:;:.~~.- :2.vu.cw.- 2.067.c-~-0.. j: .:-:o.we.- '~s.:.:-.x.- , ~ -~;- , 

,_.. !_J ~englwlu ___ I OH __ I 2.071.000,· l.621.000,· l.628.000,· ~.546.000,· ) 630.000,· _J 630.000,· I 
~ 10 I llangh Bet.tung _ f?11 _fis27.000,· _ 2.838.000,- }i838.000,· }957.000,· _ 6U.OOO,· 1 622.000,· _ 

11 Bant•n OH 5.725.000,· 2.373.000,• 2.373.000,· jJ..000.000,· 718.000,· I 718.000,· 
l 1 J;Jwa B2rar OH 

14 Jawa Tengah OH 

16 Jawa Timur j OH 
17 s.• 

~ 18 1
1 

Nu"' Tanggaro 
I ilar.t 

19 Nusa Tenggaril 
1imur OH 

i o J\.a1imanlan Sarat OH 
21 Kalimantan 

Ttfflg(th C-11 
22 l'-:ali;;--'n~n 

Selatan OH 

l 23 KaJicn~ntatt Timur OH 

25 Sul.awesi Ul4ra OH 
~ Gorontllo j OH 
' 27 I Sulawesi Bar.t I OH 

28 i Sulawc'Si Seiatan OH 
I !! I ~ =~~-:.~~. ! O!-: ' 30 Sulawesi T enggara I OH 

\ 

31 --"" ~ 32 Ma\ul(u ~ I OH 

33 P•pu• I OH 
I 'l" . 

5.381.00<J,. ]2.755.DOO,· 

4.242.000,• 1.480.000,· 
·. 5.017.000,· j2 695.000,· 
4.400.000,• 1.605.000,· 
42.90.000.• 1.946.000,· 

:.S4a..w:.-

3.000.000.· l.493.COO.· 

2.554.000,· , 1.s:;s.000,-

:3.391.00::,· 
. 

4.797.000,· 3.316.000,· 

4.000.000,- 2.1&80JO.· 

i 2.li:JS.OW,· 
4.919.000.· 2.290.000.· 

2.549.000,-

2. 755.0c-J,• 'LOJ5.000,· S70.0C-0,- I 570.000,· I 

1.4110.000,· ~54.000,· 600.000,· 600.000.-l.695.000,• l..384.000.· 845.000,· 8';5,.000.-1.605.000,· 11,076.000,· 664.000,· 664.000,· I !.94£.0CO,· ~.coo. 9!ll.000.· !llD.COC.· 1 
• 

SSC.0-jO,· 

I 1.493.ooo. ~3ss.ooo. SS0.000.· 550.000.· I 
. 1.538.000,· .l..125.000,· 538.000,· I 538,000,· t 
3.391.000,· !.l6il.OC,O,· 659.000,- 1659.000,· I 
3.316.000,· ii.soo-000,· I 540.000. · I 5'10.000, • 
2.188.000,· l.507.0,JO,· \ &.:'4.0)0,· I &l<A.o..'O,· .1.~, ·"'°°· l J04 • .JOC,. 
:Z.290.000,· '924.000.- 782.000.· 

. ~-...oo ,- - . 
782.000.· 

3 000 1764 000 764.000.· ' 

4.168.000,· 
4.076.000,· 

- - -+----2.549.000,· -li--L_4_L _ _ ._· -l--·--•·_ 
1.01s.ooo.• 1104.000.- I 704.ooo.-

2.581,000,· 
4.820.000. • 1.550.000,· , • 000 I 

2.S81.000,· 

1.550.000. • 
.- 11~.-000 .. 

~.020.000 73i.oc,o. I 7,2. , • 
951Cw.· ! $51.0:'JO,~ 

2.475.000.- 2.059.000.-
3.467.000,· -i.2.;o.OOO,· --- -3.440.000,· 3.175.000,· 
3.SSS.~00.- 13.3i8.000, 

2.059.000,· 11.297.000,· 786.000,· 786.000.· . ~-2~-J-_~•·J ~.- l..!67,000,· 1 3,175.000,· 11.013.000,· 600.000.· 600-000• 

3.n,~ ... 
I 3318.000, 'z.521.000, 829.0,JO,· 629.000, I • .21:z.o:n.. lz.t,= 000,· , 71.1\.~ · 7!~ """·:..._J 



Lampiran X : Peraturan Bupati 
Nomor: HJ Tahun 2019 Tanggal: '31> Oesember 2019 SATUAN BIAVA TIKET PERJALANAN OINAS PINOAH LUAR NEGERI (ONE WAY) TAHUN ANGGARAN 2020 

(Dalam US$) NO. PERWAKILAN JAKARTA· PERWAKJLAN PERWAKILAN · JAKARTA Ekonomi Eksekutif Ekonomi 1 Abu Dhabi 
3.060 3.790 

3.790 

2 Abuja --- --3 .400 - 5~240 - 8.410 --Tfio - - - 6.278 --8Aio 
- 3 AddisAbaba - -------2.221· 3.080 . 4.9SO - 1.950 - 3.350 -- 4.380 

4 Alger-------- -- 3.490 4.300 - 6.437 - 2.610 -- 4.370 - 6.976 

S Amman_______ -- 1.840 - 3.970 - 4.662 --1.860 -- 2.730 --4.081 

6 Amsterdam ----- --3.060 - 4.930 6.590 - 2.790 - 4.130 --7.714 

- 7 Ankara - - - - - - 1.860 - 2.800 - 3.800 - - 1.890 - - 2.660 - - 3.700-

- 8 Antananarivo -- 4.210 - 5.730 7.260 - 4.210 - 5.730 --7.820 

- 9 - Astana ------- ---3.160 - 4.960 - 8.090 - 3.660 - - 4.212 - - 8.650 

10 Athena --- - - - 3.820 - 4.830 - 9.120 --2.850 - - 3.160 -- 8.120 

- 11 B.S. Begawan 
540 - 663 - 969 - - 530 - - 657 - - - 957 

- 12 - Baghdad - - 1.703 - 3.000 - 4.620 - 1.879 - - 3.000 - - 3.930 

13 Baku- --- -- 1.949 - 3.106 4.163 - 1.838 -- 3.424 -- 4.163 

- 14 Bangkok - 660 924 - 1.220 - 550 - - 730 - 1.376 

- 15 Beijing 
- 1.083 2.887 3.072 1.040 2.834 - 3.160 

- 16 Beirut ------ -- 1.460 - 2.890 5.232 - 1.130 -- 3.100 --4.900 

- 17 Beograd______ 3.005 4.836 7.561 3.598 4.600 8.164 

18 Berlin------- 2.610 3.360 7.300 2.620 3.020 6.330 

19 · Bern ------- 2.300 4.850 9.450 3.590 4.850 9.450 

20 Bogota --5.081 11.823 14.388 - 6.056 - 10.890 - 14.651 

21 Brasilia ----- --3.310 - 7.128 10.934 - 5.598 - T0.734 - 11.347 

22 Brastislava 
2.018 3.539 5.700 2.075 - 3.539 5.700 

23 Brussel ---- - 3.370 5.346 - 7.820 - 3.500 --5.346- 8.612 

24 Bucharest - - 2.351 - 4.350 - 6.880 - 2.810 3.790 7.290 

25 Budapest - 1.620 - 4.340 6Z80 2.670 - 3.500 7.390 

26 Buenos Aires - - 4.900 - 7.500 10.500 - 5.500 - 7.800 12.500 

- 27 - Cairo ---- --2.287 - 3.542 4.941 - 2.203 - 2.676 4.530 

28 Canberra -- - 2.130 - 2.914 3.420 - 1.520 - 3.935 - 6.375 

29 Cape Town --4.128 - 4.220· 8.349 - 3.979 - 4.151 9.694 

30 Caracas - - 4.072 - 7.824 14.800 - 4.418 10.192 14.800 

31 Chicago - -- - - - - 2.461 - 5.248 6.146 - 2.236 5.512 - 6.820 

32- Colom6o-- - -- - T:OSU - T.95'0 - 2".2'5'0 - -ggij"" - - 1.150 - ~ .810 

33 Daka;------ - 3:230 6.540 - 9.620 3.030 - 5.880 - - 9.520 
- ----- - - 1.740 3.120 4.UO - 1.610 - 3.030 -_=-4.420 

34 Damascus 
·--1---;:.;.::.~-1-- - -- -- -- -- --

6.420 

35 Dar Es Salaam ___ - - 2.930 4.130 6.590 2.330 3.140 
36 Darwin- --- --1.125 1.703 2.063 - 971 - 1.703 = 3.121 

- - -- - - - - 1.700 - - 860 - 1.290 _ 1.6_20 

37 Davao City 
890 1.430 38 Den Haag --- - 3.000 - 4.930. 6.590 - - 2J90 - 4-130 - 7

·
714 

- -- -- 1.213 1.630 - 770 1 .213 1.469 

9 Dhaka 
830 

- -

~ Dili- - - - - 2.420 2.950 3 .UO - i:no 2.600 _ ~ 
----



NO. PERWAKILAN JAKARTA · PERWAKILAN PERWAKILAN · JAKARTA 

Ekonomi Bisnis Eksekutif Ekonomi Bisn is Eksekutif { 1 1 121 Jj l , .. , (5) f fi I \I) 1/'ll 
41 Doha 1.460 2.390 4.220 1.490 2.730 3.821 
42 Dubai 1.470 2.110 5.470 1.490 2.230 5.519 
43 
~ 

Frankf urt 3.340 3.650 7.390 3.350 4,360 8.310 
44 Guangzhou 990 1.720 2.600 1.020 1.632 2.390 
45 

'---
Hamburg 4.108 5.397 7.813 4.952 6.399 9.255 

46 Hanoi 880 1.070 1.240 -
870 950 1.250 

47 Harare 3.010 3.700 7.180 
- -

2.950 3.780 6.810 
48 Havana - - 3.500 6.550 ·-

7.100 3.500 6.550 7.100 
49 Helsinki - - 2.530 4.745 7.180 2.610 3.700 8.100 
50 Ho Chi M inh 590 750 1.160 660 840 1.010 
51 Hongkong 980 1.410 1.630 

-
890 1.700 2.120 

52 Houston 2.010 4.040 8.530 
-

1.970 5.190 8.180 
Islamabad -53 1.340 2.380 3.070 1.390 2.310 3.200 

54 Istanbul 1.859 2.974 - 4.114 1.842 3.390 4.150 -55 Jeddah 1.770 2.890 4.460 1.630 2.270 4.160 -
56 Jenewa 2.167 3.740 7.060 2.170 3.540 7.010 
57 Johor Bahru 326 628 1.846 521 640 1.718 
58 Kaboul 2.480 2.930 3.325 2.245 2.600 3.166 
59 Karachi 1.260 2.470 - 2.730 1.190 1.920 2.730 
60 
~ 

Khartoum 2.400 3.606 
-· 

5.260 2.400 2.770 4.090 
61 Kiev 2.973 3.498 6.427 2.802 3.208 6.409 
62 Kopenhagen 2.060 3.635 8.275 1.980 4.599 6.720 
63 Kota Kinabalu 450 684 - 828 420 684 948 -64 Kuala Lumpur 360 527 686 450 527 686 
65 Kuching 530 890 1.500 470 770 1.350 -
66 Kuwait 1 .630 2.240 3.110 1.710 2.130 3.015 - ---
67 Lima 4.789 8.735 12.217 4.875 8.063 12.828 -
68 Lisabon 1.740 2.970 5.711 1.740 3.120 5.941 -
69 London 3.350 8.189 10.330 2.080 4.770 7.030 
70 Los Angeles 1.765 3.825 4.427 1.826 3.876 4.814 ,_ . - - - . 
71 Madrid 2.905 3.814 7.410 2.760 3.814 8.080 --
72 M anama 1.777 2.208 5.258 1.736 2.105 5.258 
73 M anila 670 1.240 1.620 650 1.200 1.380 
74 M aputo 3.311 5.764 6.688 3.388 4.972 6.457 
75 M arseille 2.100 4.059 7.300 2:690 4.059 7.880 

76 Melbourne 1.350 2.300 3.162 1.350 2.611 3.162 --
77 Mexico City 2.800 5.160 8.538 3.470 6.460 9.458 
78 Moskow 2.310 4.890 6.500 2.680 4.900 5.650 ---
79 M umbay 1.500 2.500 3.500 1.500 2.500 3.500 
80 Muscat 1.980 2.450 4.750 2.060 3.110 4.530 
81 Nairobi 3.270 4.000 5.492 3.130 4.190 5.500 
82 New Delhi 1.500 2.500 3.500 1.500 2.500 3.500 

- -
83 New York 2.542 4.726 8.071 2.425 4.943 8.123 



JAKARTA· PERWAKILAN PERWAKILAN · JAKARTA 

NO. PERWAKI LAN 
Eksekutif Ekonomi Bisnis Eksekutif Ekonomi Bisnis 

I .> I \'IJ I:, I \ UJ \I) \OJ 
Ill :L I 

84 Noumea 1.960 3.809 4.612 1.259 3.809 4.612 

85 Osaka 1.250 2.040 2.620 1.190 2.149 2.563 -- 3.239 3.818 5.870 3.320 3.818 5.740 
86 Oslo - - --· -- -- 2.100 3.480 5.570 2.630 4.250 6.449 
87 Ottawa . 
88 Panama City 5.231 7.390 10.307 5.379 7.397 12.394 -
89 Paramaribo 6.360 7.595 12.540 5.882 7.595 12.280 

90 Paris 2.153 3.290 7.412 2.129 4.070 7.412 
.. 

460 613 734 436 613 734 91 Penang -
I-

790 1.100 2.551 970 1.441 2.670 92 Perth -
93 Phnom Penh 730 1.130 1.340 800 1.206 1.460 

94 Port Moresby 1.500 2.417 2.927 1.493 2.617 3.040 
.. -

95 Praha 4.200 8.400 16.997 6.049 12.767 13.602 

96 Pretoria 2.779 4.220 5.257 2.704 4.151 5.104 

97 Pyongyang 1.660 2.220 4.040 1.500 2.050 4.600 

98 Quito 6.064 6.530 13.420 5.040 6.440 14.240 

99 Rabat 2.830 3.520 6.285 2.910 3.680 5.690 
.. 

100 Riyadh 1.580 2.450 2.870 1.530 2.070 2.990 

101 Roma 2.500 5.000 6.500 2.500 5.000 6.500 --
102 San Francisco 1.843 3.565 5.758 1.730 4.291 5.758 

103 Sana 'a 1.880 3.060 3.910 1.510 2.940 3.840 

104 Santiago 4.830 6.800 7.070 3.520 5.050 6.980 
105 Sarajevo 3.840 5.800 8.600 3.700 5.703 9.260 
106 Seoul 1 .090 1.280 1.743 860 1.310 1.650 
107 Shanghai 1.196 1.744 2.017 1.010 1.945 2.380 
108 Singapura 322 534 647 350 534 647 
109 Sofia 1.930 3.340 6.210 1.250 3.450 5.978 
110 Songkhla 500 1.010 1.220 500 1.050 1.200 .. 

111 Stockholm 2.840 4.405 6.970 2.360 4.405 6.256 
112 Suva 2.380 4.710 5.060 2.460 4.300 5.940 
113 Sydney 1.840 2.280 2.680 1.420 2.393 2.611 
114 Tashkent 3.672 3.930 4.900 3.380 3.561 5.710 
115 Tawau 450 890 1.370 420 940 1.480 
116 Teheran 1.800 3.300 4.200 1.800 3.600 4.400 
117 Tokyo 1.070 1.570 2.140 1.190 2.140 2.520 
118 Toronto 1.970 3.390 ·-

7.270 1.990 3.420 7.740 - . 
119 Tripoli -- 2.580 3.230 5.660 2.460 3.870 4.440 
120 Tunis 3.098 4.200 4.890 3.098 5.018 5.670 
121 Vancouver 1.980 2.420 4.310 1.890 3.800 4.190 
122 Vanimo 1.904 2.192 2.654 

---
1.904 2.192 2.654 

123 Vatican 2.500 5.000 6.500 
-

2.500 5.000 6.500 
124 Vientiane 900 1.250 1.380 920 1.057 1.600 
125 Warsawa 3.409 4.200 4.800 3.110 4.042 4.915 
126 - . Washington 2.436 6.090 9.020 2.310 6.143 7.875 -
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NO. PERWAKILAN 

Ekonomi Bisnis Eksekut if Ekonomi Bisnis Eksekutif 
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127 Wellington 2.130 4.360 5.770 1.990 5.470 5.980 

128 Wina 2.410 3.200 6.550 2.320 3.650 5.920 
~ 

129 Windhoek 3.755 6.810 9.088 3.382 6.320 8.778 -
~ 

130 Yangoon 750 950 1.100 750 950 1.100 
-

131 Zagreb 4.344 6.750 7.125 4.802 8.821 8.004 
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Lampiran XI : Peraturan Bupati 
Nomor: Ii?> 

Tanggal : 10 

Tahun 2019 
Desember 2019 

SATUAN BIAVA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI 
TAHUN ANGGARAN 2020 

(Dalam US$) 

NEGARA GOLONGAN 

GOL.A GOL. B GOL.C GOL. D 

(2) (3) (4) (5) (6) 

- - ----
AM ERIKA UTARA -

659 563 505 447 Amerika Serikat -- 467 416 365 Kanada 552 

AMERIKA SELATAN 
Argentina 534 402 351 349 

-

Venezuela 557 388 344 343 

Brazil 436 396 378 351 

Chile 434 370 332 294 

Columbia 466 413 405 365 -
Peru 459 352 320 280 

Suriname 398 364 268 268 

Ekuador 416 355 319 283 

AMERIKA TENGAH 
Mexico 553 468 417 366 -
Kuba 453 385 345 305 
Panama 418 357 320 283 

EROPABARAT -
Austria 504 453 347 317 
Belgia 583 456 406 357 
Perancis 548 464 413 381 
Rep. Federasi Jerman 485 415 368 324 
Belanda 485 416 368 324 
swiss 636 570 444 401 -

EROPAUTARA 
. 

Denmark 569 491 428 375 
Finlandia 521 442 

·-
394 346 

Norwegia 621 559 389 386 
Swedia 615 -

519 461 403 
Kerajaa n lnggris 792 774 583 582 

EROPA SELATAN 
Bosnia Herzegovina 456 420 334 333 
Kroasia 555 506 406 405 
Spanyol -

457 413 287 286 
Yunani 427 379 -

327 289 
Italia 702 637 446 427 
Portugal 425 382 242 241 
Serbia 417 375 326 288 

-



NO NEGARA GOLONGAN 

GOL. A GOL. B GOL. C GOL. D 

(1) (2) (3) (4) (S) (6) 

EROPATIMUR -- ----
~ 406 367 320 284 

32 Bulgaria - - - -
I- 618 526 447 367 

33 Czech 
I- - 485 438 390 345 

34 Hongaria - -
I- 461 415 313 319 

35 Polandia - - - -
36 Rumania 416 381 313 277 

- - I-
~ 

556 512 407 406 37 Rusia -
~ 

437 394 341 303 38 Slovakia 
~ - 485 436 375 331 39 Ukraina ~ -
-

AFRIKA BARAT -
~ - 427 422 402 340 40 Nigeria 
~ 

41 Senegal 420 359 322 285 -

AFRIKA TIMUR ---
42 Ethiopia 373 320 288 256 

43 Kenya 408 358 274 293 -
44 Madagaskar 356 306 276 246 

45 Tanzania 388 332 299 266 -
46 Zimbabwe 371 319 287 255 

47 Mozambigue 399 329 265 264 

-
AFRIKA SELATAN 

48 Namibia 405 334 268 233 
49 Afrika Selatan 427 374 317 294 

AFRIKA UTARA 
50 Aljazair 383 328 295 286 
51 Mesir 471 400 358 316 --
52 Maroko 377 323 291 259 
53 Tunisia 293 247 225 203 
54 Sudan 383 328 295 262 
5S Libya 308 254 189 165 

ASIABARAT 
56 Azerbaijan 498 459 365 364 
57 
~ 

Bahrain 475 424 284 217 
58 lrak 461 - 392 351 310 ·--59 Yordania 504 - 428 382 336 
60 Kuwait 581 491 437 383 
61 Libanon 457 389 348 307 
62 Qatar 506 - 448 349 290 
63 Arab Suriah 358 --

- 301 272 243 
64 Turki 456 364 311 276 
65 
~ 

Pst. Arab Emirat 594 502 446 391 
66 Yaman 

-
~ 353 249 226 204 

67 
~ 

Saudi Arabia 468 398 356 314 
68 
~ 

Kesultanan Oman 516 --437 390 343 
~ 

~ 
ASIA TIMUR --

69 £lep. Rakyat Cina 411 351 -
315 279 



NO NEGARA GOLONGAN 
GOL. A GOL, 8 GOL,C GOL. D 

(1) (2) (3) (4) (S) (6) 

70 Hongkong 601 507 451 395 

7l Jepang 519 428 382 336 

72 Korea Selatan 515 467 425 421 -
73 Korea Utara 494 321 300 278 

--
ASIA SELATAN 

74 Afganistan 385 262 238 214 -
75 Bangladesh 339 - 313 243 238 
76 India 422 329 327 325 
77 Pakistan 343 277 251 225 
78 Srilangka 388 332 299 266 
79 Iran 421 332 299 266 

ASIATENGAH 
80 Uzbekistan 392 352 287 254 
81 Kaza kstan 456 420 334 333 

ASIA TENGGARA 
82 Philipina 412 367 266 226 -
83 Singapura 615 519 461 403 
84 Malaysia 394 304 274 244 
85 Thailand 392 330 297 264 
86 Myanmar 368 250 210 196 
87 Laos 380 277 251 225 
88 Vietnam 383 292 244 219 
89 Brunei Darussalam 374 278 2S2 226 
90 Kamboja 296 223 201 196 . -
91 TTmor Leste 392 354 236 212 -

ASIA FASIFIK 
92 Australia 636 585 424 393 
93 Selandia Baru 545 461 411 361 - -
94 Kaledonia 425 387 299 266 
95 Papua Nugini 520 476 429 376 
96 Fiji 427 365 327 289 
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NO 
(1) 

1 Jakarta 
2 Jakmta 
3 Jakarta 
4 Jakarta 
5 Jakarta 
6 Jakarta 
7 Jakaita 
8 Jakarta 
9 Jakarta 
10 Jakarta 
11 Jakarta 
12 Jakarta 
13 Jakarta 
14 Jakarta -
15 Jakarta 
16 Jakmta 
17 Jakarta 
18 Jaka,ta -
19 Jakaita 
20 Jakarta 
21 Jakarta -
22 Jakarta 
23 Jakarta 
24 Jakarta 
~ -

25 Jakarta 
26 Jakarta 
~ 

27 Jakarta 
28 Jakarta 
29 Jaka11a 

22.. Jakarta 
31 Jakarta -
32 Jakarta - -
33 Jakarta -
~ Jakarta 

35 Ambon -
36 Ambon 
37 Ambon 
~ 

38 
~ 

Ambon 
39 Ambon 
40 Ambon -
41 Ambon 
42 Ambon 
43 Ambon 
44 Balikpapan 
45 Balikpapan 

Lampiran XII : Peraturan Bupati 
Nomor : \l~ 

Tanggal : Sb 
Tahun 2019 

Desember 2019 

SATUAN BIAVA TIKET PESAWAT PERJALANAAN DINAS DALAM NEGERI RI 

TAHUN ANGGARAN 2020 

(Dalam Rupiah) 
KOTA SATUAN BIAVA TIKET 

ASAL TUJUAN BISNIS EKONOMI 
{2) (3) (4) (5) 

Ambon 13.285.000 7.081.000 
Balikpapan 7.412.000 3.797.000 

Banda Aceh 7.519.000 4.492.000 
-· --

Bandar Lampung 2.407.000 1.583.000 
Banjarmasin 5.252.000 2.995.000 

Batam 4.867.000 2.888.000 
Bengkulu 4.364.000 2.621.000 
Biak 14.065.000 7.519.000 
Denpasar 5.305.000 3.262.000 
Gorontalo 7,231.000 4,824.000 

Jarnbi 4.065.000 2.460.000 -
Jayapura 14.568.000 8193.000 
Jogjakarta 4.107.000 2.268.000 
Kendari 7.658.000 4.182.000 
Kupang 9.413.000 5.081.000 
Makasar 7.444.000 3.829.000 
Malang 4.599.000 2.695.000 
Marnuju 7.295.000 4.867.000 
Manado 10.824.000 5.102.000 
Manokwari 16.226.000 10.824.000 
Mataram 5.316.000 3.230.000 
Medan 7.252.000 3.808.000 

. 

Padang 5.530.000 2.952.000 
Palangkarya 4.984.000 2.984.000 
Palembang 3.861.000 2.268.000 
Palu 9.348.000 5.113.000 
Pangkal Pinang 3.412.000 ·-

2.139.000 
Pekanbaru 5.583.000 3.016.000 

. 

Pontianak 4.353.000 2.781.000 
Semarang 3 861.000 2.182.000 
Solo 3.861.000 2.342.000 
Surabaya 5.466.000 2.674.000 
Temate 10.001.000 6.664.000 
Timika 13.830.000 7.487.000 
Denpasar 8.054.000 4.471.000 
Jayapura 7.434.000 4.161.000 
Kendari 4.824.000 2.856.000 
Makasar 6.022.000 3.455.000 
Manokwari 5.177.000 3.027.000 
Palu 6.140.000 3.508.000 -Sorong 3.637.000 2.257.000 
Surabaya 8.803.000 4.845.000 
Temate 4.022.000 2.449.000 
Banda Aceh -

12.739.000 6.749.000 
Batam 10.354.000 5.305.000 



KOTA SATUAN BIAVA TIKET 
NO ASAL TUJUAN BISNIS EKONOMI 
(1) (2) (3) (4) (5) 

46 _Balikpapan Denpasar 10.739.000 5.648.000 1--

47 Balikpapan Jayapura 19.071.000 10.086.000 I-

48 Balikpapan Jogjakarta --
9.669.000 4.749.000 

49 Balikpapan Makasar 12.664.000 6.150.000 
50 Balikpapan Manado 15.702.000 7.295.000 
51 Balikpapan Medan 12.493.000 6.140.000 
52 Elalikpapan Padang 10.942.000 5.369.000 -53 Balikpapau Palembang 9.445.000 4.749.000 
54 Balikpapan - Pekanbaru 10.996.000 5.423.000 
55 Balikpapan Semarang 9.445.000 4.674.000 
56 Balikpapan - Solo 9.445.000 4.813.000 
57 Balikpapan Surabaya 10.889.000 5.113.000 -58 Balikpapan - ·- Timika 18.408.000 9.445.000 

·-59 Banda Aceh Denpasar 10.835.000 6.279.000 
60 Banda Aceh Jayapura 19.167.000 10.717.000 
61 

1--
Banda Aceh Jogjakarta 9.765.000 5.380.000 

62 BandaAceh Makassar 12.760.000 6.781.000 - --63 Banda Ac-eh Manado 15.798.000 7.926.000 
64 BandaAceh Pontianak 9.990.000 5.840.000 
65 Banda Aceh Semarang 9.530.000 5.305.000 -
66 BandaAceh - Solo 9.530.000 5.444.000 
67 Banda Aceh Surabaya 10.985.000 5.744.000 
68 BandaAceh 

1-· 
Timika 18.504.000 10.076.000 

69 Bandar Lampung Balikpapan 8.129.000 4.129.000 1-·· -70 Bandar Lampung Banda Aceh 8.225.000 4.760.000 I-
71 Bandar Lampung Banjarmasin 6.193.000 3.412.000 1--

72 Bandar Lampung Batam 5.840.000 3.316.000 ~ -73 Bandar Lampung Biak 14.119.000 7.487.000 1-· 

74 Bandar Lampung Denpasar 6.236.000 3.647.000 
75 

<--
Bandar Lampung Jayapura 14.568.000 8.097.000 --76 Bandar Lampung .logjakarta 5.155.000 2.760.000 -77 Bandar Lampung Kendari 8.354.000 4.482.000 

78 Bandar Lamput1g Makasar 8.161.000 4.161.000 ,_ 
79 Bandar Lampung Malang 5.594.000 3.134.000 
80 Bandar Lampuug Manado 11.199.000 5.305.000 
81 Bandar Lampung Mataram 6.246.000 3.626.000 1--- ·-82 Bandar Lampung Medan 7.979.000 4.150.000 
83 Bandar Lampung Padang 6.439.000 3.380.000 
84 Bandar Lampung Palangkaraya 5.947.000 3.401.000 -85 Bandar Lampung Palembang 4.931.000 2.760.000 - - -86 Bandar I .ampung Pekanbaru 6.482.000 3.433.000 
87 Bandar Lampung Pontianak 5.380.000 3.220.000 - . - -88 Bandar Lampung Semarang 4.931.000 2.685.000 -89 Bandar Lampung - Solo 4.931.000 2.824.000 
90 Bandar Lampung Surabaya 6.386.000 3.123.000 
91 Bandar Lampung - Timika 13.905.000 7.455.000 --92 Bandung Batam 6.289.000 3.583.000 ~ 

93 Ba11dung Denpasar 5.626.000 3.252.000 
94 Bandung Jakarta 2.064.000 1.476.000 
95 Bandung Jambi 5.006.000 2.941.000 - - ·-96 Bandung Jogjakarta 3.369.000 2.129.000 
97 Bandung Padang 6.129.000 3.508.000 



KOTA SATUAN BIAVA TIKET 
NO ASAL TUJUAN BISNIS EKONOMI 
(1) (2) (3) (4) (SJ 

98 Bandung Palembang 4.385.000 2.631.000 
99 Bandung Pangkal Pinang 4.599.000 2.738.000 
100 Bandung 

I--
Pekanbaiu 6.525.000 3.701.000 

101 Bandung Semarang 3.027.000 1.957.000 -102 Bandung Solo 3.647.000 2.268.000 
103 Bandung Surabaya 4.824.000 2.856.000 
104 Bandung Tanjung Pandan 4.439.000 2.663.000 
105 Banjarmasin Banda Aceh 10.792.000 6.022.000 
106 Banjarmasin Batam 8.407.000 4.578.000 
107 Banjannasin - Biak 16.686.000 8.749.000 -108 Banjarmasin Denpasar 8.792.000 4.920.000 
109 Banjarmasin Jayapura 17.135.000 9.359.000 
110 Banjarmasin Jogjakarta 7.723.000 4.022.000 
111 Banjarmasin Medan 10.546.000 5.412.000 -112 Banjarmasin Padang 9.006.000 4.642.000 - -113 Battjannasin Palembang 7.498.000 4.022.000 
114 Banjannasin Pekanbaru 9.049.000 4.696.000 I--- ---115 Banjarmasin Semarang 7.498.000 3.958.000 ~ 

116 Banjarmasin Solo 7.498.000 4.097.000 
117 Banjarmasin _Surabaya 8.942.000 4.385.000 
118 Banjarmasin Timika 16.472.000 8.717.000 
119 Batam Banda Aceh 10.439.000 5.936.000 
120 Batam Denpasar 8.450.000 4.824.000 -121 Batam Jayapura 16.782.000 9.263.000 -
122 Batam Jogyakarta 7.370.000 3.936.000 -
123 Batam Makasar 10.375.000 5.337.000 
124 Batam Manado 13.413.000 6.482.000 I--- -125 Batam Medan 10.193.000 5.316.000 I--- -126 Batam Padang 8.653.000 4.546.000 - -127 Batam Palembang 7.145.000 3.936.000 1--

128 Bata.m Pekanbaru 8.707.000 4.599.000 
129 Batam Pontianak 7.594.000 4.396.000 - -130 Batam Semarang 7.145.000 3.861.000 
131 Batam Solo 7.145.000 4.000.000 
132 Batam Surabaya 8.600.000 4.300.000 
133 Batam Timika 16.119.000 8.621.000 
134 Bengkulu Pa lembang 2.899.000 1.893.000 
135 Biak Balik Papan 18.622.000 9.477.000 ~ -
136 Biak Banda Aceh 18.718.000 10.108.000 I-

137 Biak Batam 16.333.000 8.664.000 
138 Biak Denpasar 16.729.000 8.995.000 
139 Biak Jayapura 3.615.000 2.321.000 
140 Biak Jogyakarta 15.648.000 8.108.000 -141 Biak Mauado 11.734.000 6.353.000 - -142 Biak Medan 18.472.000 9.498.000 ~-
143 Biak Padang 16.932.000 8.728.000 
144 Biak Palembang 15.424.000 8.108.000 ~ · - - --145 Biak Pekanbaru 16.985.000 8.781.000 -
146 Biak Pontianak 15.873.000 8 .568.000 
147 Biak Surabaya 12.782.000 7.081.000 
148 Biak Timika 5.808.000 3.444.000 ,_ 

-149 Denpasar Jayapura 11.680.000 6.845.000 



,-------;:-;:--:-;--- -'K.;.;O:...;T.;.;A,--""""".:'.".":"'.'::"."'"".,..---+---~SA~T~U~A~N~B~IA~Y!.!A~T!!IK~E:,.!.T __ _j NO ASAL TUJUAN BISNIS EKONOMI 111 m t3J w (5) 

150 Dcnpasar _ Kupang 5.091.000 2.952.000 151 Denpasar - - - Makassar - - - 4.182.000 - - 2.631.000 152 Denpasar - - - - Manado - - - - - -8 - - - - -
_ _ 

7. 51.000 4.278.000 153 Denpasar - - - - Matarain - - - - - 1.840.000 - - 1.390.000 154 Denpasar- - - - Medan - - - - 10.589.000 - 5.658.000 155 Denpasar - - - - Padan-g - - - 9.049.000 - - - 8 -4.8 8.000 156 Denpasar Palangkamya 8.557.000 - - 4.909.000 157 Oenpasar ____ Palemb~ __ __ __ 7.541.000 - - 4.278.000 158 Denpasar_ Pekanbaru 9.092.000- -- 4.942.000 159 Denpasar - - -- Pontianak- - - - 7.990.000 - 4. 738.000 160 Dcnpasar- - ---- Timika -- -- - - 10.140.000- --6.129.000 161 Jambi - -- - Balikpapan -~ - 7.733.000 ----4.407.000 162 Jambi - - - - Banjanuasin _ - 7.690.000 - - 4.193.000 163 Jambi ~ ~ ~ ~ Denpasar _ _ _ =: 7.733.000 _ - 4.439.000 164 Jambi Jogyajakarta ~653.000 - 3.551.000 165 Jambi Kupang 11.434.000 - 6.075.000 166 Jambi Makassar - 9.659.000 - 4.952.000 167 Jambi - - - - Malang _ __ 7.091.000 3.925.000 168 Jambi - ~ ~ ~ Manado _ _ _ 12.707.000 _=- 6.097.000 169 Jambi Palangkaraya 7.444.000 4.193.000 170 Jambi - - -- ---- Pontianak -- -- -- 6.878.000 - --4.011.000 171- Jambi Semarang 6.428.000 3.476.000 172 Jambi -- ---- - S~ -- -- 6.428.000 3.615.000 - - --- -- -- --173 Jambi Surabaya 7,883.000 3.915.000 174 Jayapura = = = Jogyakarta = 13.274.000 __ 7.690.000 175 Jayapura Mauado 22.109.000 11.263.000 176 Jayapura -=-~-----= Medan ~ _ _ 18.932.000 _ 10.097.000 177 Jayapura__ _ _ __ _ PadafL __ _ _E.381.000 __ ~ 327.000 178 Jayap~ __ __ Palembang__ _ __ 15.873.000 _ __8.717.000 _179 Jayapura __ __ __ Pekanbaru__ __1_7.435.000 _ ~80.000 180 Jayapura __ __ __ Pontianak __ 16.322.000 9.177.000 -- -- --3,615.000 2,289.000 
181 Jayapura__ __ ___ Timika 
182 Jogyakarta __ __ Denpasar:.:::,.._ 
183 Jogyakarta__ __ __ Makassar 
184 Yogyakarta __ _ _ Manad_o __ 
185 Yogyakarta __ _ 
186 Jogyaka"-rt"'-a-
187 Y ogyakarta 

Medan - +-- ---Padang 
Palembang _ _ _ 

188 Yogyakarta _____ _ Pekanbaru ;...._ __ 
189 Yogyakarta _ _ _ Pontianak 

:.:.C:...- -190 Yogyakarta _ _ 
191 Kendari ---192 Kendari 
193 Kendari 
194 Kendari 
195 Kendari - -196 Kendari 
197 Kendari .:..:,___ 

--1 

Timika 
'--- -

Band a Aceh 
Batam 
Denpasar __ _ 
Jogyakar1a,__ 
Padang 
Palembang 
Pekanbaru -----198 Kendari -- __ Semarang _ _ 

199 Kendari --200 Kendari -- ---201 Kendari 

_ _ s_olo __ _ 
Surabaya - -+:-
Timika 

-- --3.861.000 2.481.000 -- --6.525.000 3.893.000 
10.536.000 5,722.000 
9.519.000 4.770.000 
7.969.000 4.000.000 
6.460.000 3.380.000 
8.022.000 4.054.000 
6.910.000 3.840.000 

11.894.000 7.038.000 
12.953.000 7.102.000 
10.568.000 5.658.000 

5.455.000 3,273.000 
8.129.000 4.706.000 

11.167.000 5.722.000 - -
9.659.000 5.102.000 

11.220.000 5.776.000 
9.659.000 5.027.000 
9.659.000 5.166.000 

11.103.000 5.466.000 
18.633.000 9.798.000 



KOTA SATUAN BIAVA TIKET NO ASAL TUJUAN BISNIS EKONOMI (1) (2) (3) (4) {SJ 
202 Kupang Jayapura 14.386.000 8.108.000 --------203 Kupang Jogyak~-----------f-- ------- 7.348.000 4.182.000 204 Kupang ----------- -----Makassar 7.637.000 4.311.000 205 

Kupang _____ ---------------------- Manado 11.648.000 6.140.000 206 Kupang -----------1------------------ Surabaya 6.749.000 3.722.000 207 Makasar ----- ---------Biak 8.493.000 4.931.000 Makasar - --- ---------208 Jayapura ---- -----10.193.000 5.787.000 209 Makasar - - - - - Kendari- - - --------2.663.000 1.786.000 ---------210 Makasar ---- - ---- - -----Manado 5.327.000 2.909.000 --Makasar---- -- -- -211 Timika - - - --- - ------ --- 11.723.000 6.567.000 212 Malang - - - Balikpapan = =--------- ----10.108.000 5.134.000 213 Malang - --- ---- ----Banda Aceh 10.204.000 5.765.000 ------ ------------- ---214 Malang Oanjannasin -------8.161.000 4.407.000 -------Batruu -- -- - ----- - -----215 Malang 
7.819.000 4.311.000 ---------216 Malang Biak - ---- - 16.087.000- -- ----8.482.000 217 

Malang _ ____ - - c------- ------ -- - '--- ----Jayapura 16.536.000 9.092.000 ----- -- ---- - -218 Malang Kendan-. - -- - - ----- - -- --5.487 .000 -10.322.000 219 Malang ~~~------- - ---- -- ---- --Makassar 10.129.000 5.166.000 - ------- ------ -- ----220 MALANG MANADO 13.167.000 6.311.000 ---- - ----- - ------- ----- -- -- --221 MALANG MEDAN 9.958.000 S.14S.000 - ---- - ---- --- -------- ---- ---222 MAlANG PADANG 8.418.000 4.385.000 - -------- ------------ - -- - -223 MALANG PALANGKARAYA 7.915.000 4.407.000 - --------------- -- -- - ------224 MALANG PALEMBANG 6.899.000 3.765.000 - -------- - -- - - -- -- -- -- -225 MALANG PEKANBAR U 8.461.000 4.439.000 - -- - -- -- ~-- - -- -- -- -- -- -226 MALANG TIMIKA 1S.873.000 8.461.000 -
, ___ -- -- -- - -- -- -- ~ -- ---227 MANADO MEDAN 15.552.000 7.316.000 

.__ - --- --- -- - -- - - -- --228 MANADO PADANG 14.012.000 6.546.000 
,__ - ---- -- -- -- -- -229 MANADO PALEMBANG 12.504.000 5.926.000 - -- -- - - -- --230 MANADO PEKANBARU 14.055.000 6.599.000 - ----231 MANADO PONTIANAK 12.953.000 6,396.000 - - ---- - ._ -232 MANADO SEMARANG 12.S04.000 5.851,000 - -- - - - -233 MANADO SOLO 12.504.000 S.990.000 - - - -234 MANADO SURABAYA 9.937.000 S.262.000 - - --235 MANADO TIMIKA 16.183.000 8.995.000 - - - - -236 MATARAM BAUKPAPAN 10.7S0.000 S.615.000 - --237 MATARAM BANDAACEH 10.846.000 6.246.000 - - - -- - -238 MATARAM BANJARMASIN 8.803.000 4.888.000 -- -

4.803.000 
239 MATARAM BATAM 8.461.000 - - -240 MATARAM BIAK 11.552.000 6.546.000 - ~ - -- 7.327.000 
241 MATARAM JAYAPURA 13.092.000 - - --- 2.781.000 242 MATARAM JOGYAKARTA 4.417.000 
243 MATARAM MAKASAR 4,717.000 2.909.000 -

8.717.000 4,738.000 244 MATAR.AM MANADO ,_ 
10.600.000 5.637.000 

245 MATARAM MEDAN 
246 MATARAM PADANG 9.060.000 4.867.000 ,--

7.551.000 4.246.000 
247 MATARAM PALEM BANG ---- -

9.102.000 4.909.000 
248 MATARAM PEKANBARU 

-·-249 MATARAM PONTIANAK 8.001.000 4.706.000 
250 MATARAM SURABAYA 3.829.000 2.321.000 - ,_ . 

2.193.000 251 MEDAN BANDAACEH 3.466.000 >- - . 
6.172.000 252 MEDAN MAKASSAR 12.514.000 -

9.733.000 5.230.000 
253 MEDAN PONTIANAK 



KOTA SATUAN BIAYA TIKET 
Nor---- ,A~S~A~L--'_;;_;7 - - ~T~U~JU~A~N:;----f----::B=,s~N~ls~=~~~E~K~O~N-=-o-M~l--..j 
11J w w w ~ 

2S4 ~EDAN SEMARANG 9.284.000 4.696.000 
,..2S5 MEDAN _____ ,.?_OLO 9.284.000 - - 4.83S.OOO 
256 MEDAN SURABAYA - - - ~ - 10.739.000-,- - - 5134 000 
r------- --- --~ ----,- - _. _ ._ 

2S7 MEDAN TIMIKA 18.258.000 - 9 455 000 
~ 258 PADANG ~ ~ ~ ~ MAKASSAR- - - - 10.974.000 - - - 5:402:000 

2S9 PADANG _ _ ·,PONTIANAK - - - 8.193.000~ - - 4.460.000 

260 PADANG - SEMARANG 7.744.000 3.925.000 
261 PADANG- - - - - SOLO -- - - - ,- - 7.744,000 - - 4.065.000. 

i-- --------------------- - ~ -----------
262 PADANG SURABAYA 9.199.000 4.364.000 
t--, ------ -t:::-:-::-:c-- - - - - - r- - - -

263 PADANG TIMIKA 16.718.000 ---- 8.685.000 
264 PALANGKARAYA ___ -- BANDA ACEH _ __ - .---10.546.000 - - -- 6.022.000 

- ·- - ··- ------- - - -------- - - ------ -- - - - - --
265 PALANGKARAYA BATAM 8.161.000 4.578.000 

266 PALANGKARAYA ---- - JOGYAKARTA --· - --- 7.477.000 ·- -- 4.022.000 
~--- - - - ---- - ·- i--------,---------------267 PALANGKARAYA MATARAM 8.557.000 4.888.000 

268 PALANGKARAYA- -- MEDAN 10.300.0oo·t- -- 5.412.000 
t---~ ---------- - - - --- - - --- -~- -- - - --- -

269 PALANGKARAYA PADANG 8.760.000 4.642.000 
- - - - - - --- - - - --- -- ,~.- - -- -- -

270 PALANGKARAYA PALEMBANG 7,252.000 4.022.000 - -------- -~---- -- - ~----- -- -- -- -
271 PALANGKARAYA PEKANBARU 8.803.000 4.696.000 ~ - i-- - ------------- - - - --· - -----
272 PALANGKARAYA SEMARANG ' 7.252.000 3.947.000 · -· --------- - -·-- --- - -- ---- -- -----
273 PALANGKARAYA SOLO 7.252.000 4.086.000 ----- ------- -~ - ------- - --- -- -----
274 PALANGKARAYA SURABAYA 8.696.000 4.385.000 - ---------- - .--- -- ---,- - --- -- - - - --
275 PALEMBANG BALIKPAPAN 9.894.000 5.220.000 -- -------~- --- - --,--- - -- - - -
276 PALEMBANG MAKASSAR 9.466.000 4.781.000 ------ ---- ---- --- - - -i------ - ------ -
277 PALEMBANG PONTIANAK 6.685.000 3.840.000 

r ::-7,:------- - - - -t-- - - - - - - - - - - - - - -.~ - - - - - -
278 PALEMBANG SEMARANG 6.236.000 3.305.000 
279 PALEMBANG SOLO 
280- 'MLEMBAN_G _ - - - - - r.:s-:-:u-=-RA-:-:B: ·A:-:-Y:-:-A- --

TIMIKA 
_2_8_2 -PA_L_U -- -- -- --irM:--:-AK_AS_ SA_R_ 

283 -PA_LU __ - - - -- POSO ---

-284 PAL_U _ _ - - - - - - -iSORONG ---
,- - - - - -- - - - i-- -

285 PALU SURABAYA 
- 286 PAi:u-- -- - - - TOLi-TOLi 

287 PANGKAL PINAN~ -- BAllKPA-PA_N_ 
288 PA-NG:-K_A_L Pl NANG BANJARMASIN - - -

--
6.236.000 -
7.690.000 - -. 15.210.000 - - -
4.268.000 

1.957.000 
6.878.000 
6.878.000 
2.941.000 

9.038.000 
7.091.000 289 PANGKAL PINANG-- BATAM - - - , 

,- - -i--=- ,---
290 PANGKAL PINANG JOGYAKARTA 

6.739.000 

t-- - - -
291 PANGKAL PINANG MAKASSAR 

292 PANGKAL PINANG MANADO::----

6.065.000 
9.060.000 

12.097.000 - - ..-293 PANGKAL Pl NANG MEDAN 8.888.000 
294 PANGKAL PINANG PADANG 7.337.000 
29S PANGKAL PINANG PALEMBANG 5.829.000 - - -296 PANGKAL PINANG PEKANBARU 7.391.000 
297 PANGKAL PINANG PONTIANAK 

- - - 1 
6.279.000 - - -298 PANGKAL PINANG SEMARANG 5.829.000 ---299 PANGKAL Pl NANG SOLO 

,- - - -
300 PANGKAL PINANG SURABAYA 

0

301PEKAN BAR_U __ - - - PONTIA-N:-A_K_ 

302 PEKAN BARU SEMARANG - - -
i-- - ~ 

303 PEKAN BARU SOLO 
304 PEKAN BARU SURABAYA 
305 PEKAN BARU TIMIKA - -~ 

5.829.000 

7.284.000 
8.247.000 
7,797.000 
7.797.000 
9.241.000 

16.771.000 

A 

---
3.444.000 -
3.744.000 -
8.076.000 -
2.578.000 -
1.423.000 -
3.883.000 

3.883.000 
1.915.000 

-
4.631.000 -
3.915.000 
3.818.000 
3.262.000 
4.663.000 -
5.808.000 -
4.653.000 
3.883.000 -
3.262.000 -
3.936.000 --3.733.000 

3.187.000 
3.326.000 -
3.626.000 
4.514.000 -
3.979.000 - -
4.118.000 

·-
4.407.000 
8.739.000 



KOTA 
SATUAN BIAVA TIKET 

NO ASAL TUJUAN BJSNIS EKONOMI 
(1) (2) (3) (4) (5) 
306 PONTIANAK MAKASSAR 9.915.000 5.241.000 

,_ _ ---------- ------- ------ - ------
307 PONTIANAK SEMARANG 6.685.000 3.765.000 
- · ---------- ------- ------ -------
308 PONTIANAK SOLO 6.685.000 3.904.000 

,_ _ ---------- ------· ------ -------
309 PONTIANAK SURABAYA 8.140.000 4.204.000 
-------------------- -----· ~ ------
310 PONTIANAK TIMIKA 15.659.000 8.535.000 
-- --------- ._ ______ -------,_ ______ 311 SEMARANG MAKASSAR 9.466.000 4.706.000 
------------- --------- - - -- ---~------
312 SOLO MAKASSAR 9.466.000 4.84S.OOO 

1- - 1--------------------·· ------ ------
313 SURABAYA OENPASAR 3.198.000 1.979.000 
- -1--------- ------ - ----- --------
314 SURABAYA JAYAPURA 12.675.000 7.231.000 
-------------- ---------· ~----------------
315 SURABAYA MAKASSAR 5.936.000 3.433.000 

- - -- -------- -- - ----------- -------316 SURABAYA TIMIKA 11.295.000 6.589.000 
------------ -----------------

I 

.J BUF~TJJfUR,i 

~ (\ .::;;;;;c.. 
/ GUSR 'AUSI 

I 



lampiran XIII : Peraturan Bupati 
Nomor: 11-; 

Tanggal: 10 
Tahun 2019 

Desember 2019 

SATUAN BIAVA TIKET PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI (PP) 
TAHUN ANGGARAN 2020 

(Dalam US$) NO KOTA 
BIAVA TAHUN 2020 

Eksekutlf Bisnls Ekonoml (1) (2) (3) (4) (5) 
1--

._ ____ 
AMERIKA UTARA - - - . 

,__ __ -- -~ --- - - - -----'------- - 1---- --~ ---------1 Chicago 
I- -

,_ ___ 12.731_ 6.891 2 
-------·- 3.662 Houston 

12.635 
--- - -----~ - ------- 6.487 ~ 3.591 3 Los Angeles ---------_ 11.411 - ---I- -

._ _______ 
'- __ 5.925 _ 3.242 4 New York ----· 15.101 ----Ott.;;; - - - - - - - 6.179 3.839 5 -----·------<- ---~-266 

-------------- 6.924 4.083 6 San Fransisco 13.438 
---- - - ------- - Toroot~ ---- -- --
,_ __ _21~ 2.987 7 --------11.750 L-- __ E 6~ 

-------
8 y ancouver- -- -- -- ------- 3.201 ,_ 10.902 -- - - 7.458 

------· ~ - 3.277 9 Washington - --- - --- -- -------1-- 15.150 8 .652 ~ 3.930 -------- - ~ ------ - ~ ----- -- -- --- ~ERIKA 5ELATAN -- - - -- - - - -- -- - ~ - - -- --I- - ----- -- - ._ - -- -- - -- - ~ -10 Bogota -- --18.399 9.426 7.713 
,_ - - -- -- -- -- - --11 Brazilia - - --- ----- L--

16.393 11.518 5.970 12 Boe nos Aires - -- . 1-- -- - - - -- ------ -- - - 23.000 15.300 10.400 13 Caracas -- - - L- - -- -- - -23.128 13.837 6.825 - -- --- -- - - - - - - - -'-- - -14 Paramaribo 15.018 9.494 7.353 
15 Santiago De Chile -- - - --21.874 15.539 8.900 - - 1-- - - -16 Quito 17.325 16.269 12.127 -- -17 Lima 8.263 8.263 5.038 ,_ -

AM ERIKA TENGAH -
18 Mexico City 11.822 7.831 3.966 
19 Havana 14.702 11.223 7.335 
20 Panama City 15.532 9.306 6.195 --

EROPABARAT ,_ 
21 Vienna 10.520 4.177 3.357 ,_ 

~ Brussels 10.713 5.994 3.870 I " 
23 M arseilles 10.850 5.074 3.541 
24 Paris 10.724 6.085 3.331 -
25 Bertin 10.277 6.126 3.959 
26 Bern 11.478 6.778 4.355 
27 Bonn 10.945 5.023 3.753 
28 Hamburg 9.938 7.639 4.108 
29 Geneva 8.166 5.370 4.333 -

3.331 30 Amsterdam 8.216 5.898 
31 Den Haag 8.216 5.898 3.331 
32 Frankfurt 7.660 4.037 1.065 

-EROPA UTARA -- -·-33 Copenhagen 9.696 4.920 3.730 ~ 

~ Helsinski 10.023 5.931 3.681 
~ Stockholm 9.917 5.506 3.433 
~ London 11.410 7.293 4.153 ----37 Oslo 17, 9.856 4.773 4.049 ,,,,~., 



NO KOTA 
BIAYA TAHUN 2020 

Eksekutif Bisnis Ekonoml (1) (2) (3) (4) (5) 

- - -----EROPASELATAN --- ------ ----- ---------'-- -
38 Sarajevo- - - - - -

,__ _____ ---- -11.778 - ---- ----- - ------ ------- ___ _2129 6.033 39 Zagreb -------16.974 ----------- -- ___ 10.1?2._ 5.182 40 Athens ------14.911 ------ ·--------- ,_ __ 9.2~ 8.041 41 Lisbon ----- -9.309 -----,_ _ 'M adrid _____ ---~746 3.383 42 - - - --- - - -· _;_ _ 10.393 ---~ 767 
-----43 

-------- 3.631 Rome -----__ _ _ 10.~~ 6.000 
--------------- 4.500 44 Beograd ----10.318 6.404 ------ - Vatica-,,------ 5.564 45 ----------_ ___ 10.000_ '-- _ 6.000 
------ --------- 4.500 - ---------- -----------------------EROPATIMUR 

46 
i- -. - -- -- -- -- ---- ----- -

,_ ____ 
Bratislava -------------- 7.125 4.423 3.842 47 Bucharest --- ------- --- _ E3~ ----·- Kiev - -- - - - - --

4.982 4.113 48 ----- - -- ---~------- 10.860 6.029 5.193 ~ Moscow - ------- ,_ -- -- -- - -- ----9.537 7.206 5.143 so Praqu_e_ - - - - --------- -- - -- --- 19.318 11.848 6.748 - ---------- --------- -- -51 Sofia - - - -- - - - --- - ---- 7.473 6.346 3.612 52 Warsawa - - - -- -- ;_ -----------I- -- ------ - -
10.777 5.052 3.447 53 Budapest - -- ------ -- __ ._ ,_ _____ 

-- -- _ _ 8.839 5.979 2.187 .-------- --------- ---- - ------- - ------ -- --- - - --- -- -AFRIKA BARAT 
I- - 1-- -- - - - - - - -- -------- , _____ 

54 Oakkar 12.900 9.848 8.555 ------- -~--- ---- ---55 Abuja 10.281 7.848 6.818 - - - - ---- -- -- - - - - -- -- -- -- - -- -- - -- -- -AFRIKA TIMUR ..._ ---- -- - - --5~ Addis Ababa 7.700 5.808 5.552 ---- - - -- - -57 Nairobi 8.732 7.966 6.081 -- - - - - - - -~ Antananarive 11.779 9.000 8.282 -- -59 ~r Es Salaam _ 8.947 6.599 5.733 - - - -60 Harare 11.118 10.600 5.747 - -
- - ---

'-
AFRIKA SELATAN 

61 Windhoek 18.241 11.774 7.510 
62 Cape Town 17.182 9.703 8.429 -63 Johannesburg 12.943 9.802 7.216 
64 ~aputo 11.255 8.524 6.275 -65 Pretoria 12.943 9.802 7.216 -

-- --AFRIKA UTARA 
66 Algiers 9.536 6.593 5.710 -67 Ca iro 8.683 7.122 4.483 --- -68 Khartoum 5.904 4.507 3.915 
69 Rabbat 8.910 7.721 S.665 -70 Tripoli 6.551 5.706 4.975 
7'1 Tunisia 9.419 5.018 3.619 -

--ASIA BARAT 
72 Manama 6.573 6.154 4.827 -
73 Baghdad 5.433 4.148 3.545 - -74 Amman 7.561 6.431 3.545 
75 Kuwait 6.771 4.273 3.110 --76 Beirut 7.703 4.490 3.730 ,., 

/Y6 



NO KOTA 

(1) (2) 
Eksekutlf 

(3) 

BIAVA TAHUN 2020 
Bisnis 

(4) 
Ekonoml 

(S) ,_ 77 Doha 78 Damascus -- ------5·
21

~ ____ _].639 2.745 

,._79Aoka~--------------8·6~ ----2·390 _____ 3.325. 

__ ._____ ----- ~449_ 6.643 ______ _ 
,_80 AbuDhabi -------

------'- 3.581 

81Sanaa ______________ _?·28~ ---- 4.976 ,_ ----2.ni 
82 Jeddah ____ -- - -- - - - - - - 8·205 

i---- _ 2:,878 ._ ----3 .679-
83 Muscat ___ --------- - ~·446- ___ _2-785_ - - -- 3.321-

8·tRiyadh _________ , ____ - ~·469. 5.l56 ----3.727 
'-8-5 lst _ b_l ________ ,.. - -- - 5.359 r - - - 3.510 - - - - 3000-

. an u 
------- · 

86 Dubai ___ - --- - - L - - - _ l1.06l 1--- - _
4
.
4

35_ =-:=_ == 2.462_ 

.__ i..:..c. ______ ----f---- _ 4.207 4.207 1.920 
---1-------- --------'--- ASIATENGAH ------ '-------- -----·- ----- -

]?_ Tashkent -=--=--- e--- - 13.617 i- - -- s 453 --- - - -

88 Astana --- ---- ------1----·- _______ 7.343 
1-- -11--------1-----13.6?1._ -- 12.089 8.962 

89 ~k~ _ _ _ _ _ ._ _ 13.234 8.556 - - - 2.281 ------------L--- ASIATIMUR _____ ----- ---· - ----,__90_~eijing ~ ~ ~ ~ ~ ~ - - 2.595 - - 2.140 - - - 1.623 
~1_ ,!:'_ongko~ _____ ---=-_ 3.028_ :=- - 2.633 - - - 1.257 
,~ Osaka 

3.204 - - 2.686 - - - 1.864 
,_9~ .!okyo ~ ~ ~ ~ -~ ~ ~ 3.73~:=- -:=_ 2.675 - - - 1.835 

94 Pyongyang __ __ __ _ _ _ ~04~ ,__ _ 2.22~ - - 1.660 
iJl5_ Seoul 

3.233 2.966 - - 1.737 

I- - - -- -- - - -- -- - '- - -- _ ,_ -- -- --

~ Shanghai 
3.122 2.749 1.304 

- -- -- - -- -- - -- - ~ - -- - - -- -
97 Guangzhou 

3.122 2.749 1.304 

- ___________ L- ___ 1,-. - - -

_,_ __________ i--- ----L.- -~----1,.----1,.-.----- --

ASIA SELATAN _9_8_ ~ul ____ - -1- __ 6.307 _ ~5 __ _ 99 Teheran 
5.800 4.600 

1-----------~-
3.208 
3.200 100 Colombo 

3.119 2.562 
,_ ------- -- - •---1010~ -------- ~ -- ~7 

102 Islamabad 
5.482 3.333 

__ 1.628 
1.092 - --___ 2.501 '-- -------- -103 ~ _ _ _ _ 4.22::.;6:_j... _ 104 New Delhi 

3.500 

~ - 1-- ____ :..:.::.;.i.-105 Mumbai - -- - --- - 3.063 

-

__ 3.633 
2.500 
2.417 

- - --

2.321 
1.500 -1.092 

.__ •---
-

ASIA TE.NGGARA L.- - ·.:.:;.=..;~ -,_106 Bandar Seri Bagawan 
107 Bangkok 
108 Davao City 

1 
109 Hanoi 
110 Ho Chi Minh I-

111 Johor Bahru 
112 Kota Kinabalu 

_ 113 Kua la Lumpur 
114 kuching 
115 Manila 

2.!? Penang __ 
117 Pnom Penh 

- _ 1-._ ...... - ----1182_ing~ 
119 Vientiane I- -::.;_i.:...=,;. - -c.!20 Yangon __ 

._E_l Tawau _ 1-
122 Songld~ 

-=- /TP 
- -~ 

-l .628 
2.344 
2.757 
1.833 
1.677 
1.195 
1.894 
1.158 
2.659 
2.453 

918 
2.202 - -991 - 2.274 
1.468 -1.894 
2.344 -

l-

f-

- -1.147 -1.155 
2.558 
1.833 
1.503 

911 
1.427 

1--
659 

1.900 
1.614 

766 
1.981 

919 
823 

1.641 
1.656 

__ lcc.:.235 

---'525 ___ 694 
_ _ _ 585_ 

364 
1.150 

545 -1.627 
673 - 403 

1.420 2.025 -1.212 LOS~ 
1.427 

'--
1.1S5 

694 ---823 



. 
' 

NO 
KOTA 

(1) 
(2) 

ASIA PASIFIK 
123 Canberra 
124 Darwin --- -------------------125 Melbourne --- -------------------126 Noume --- ------- -------- -127 Perth 

128 Port Moresby _ ___ _ ____ _ 129 Sydney _____________ _ 130 Vanimo --- ------------------
131 . Wellington ___________ _ 132 suva 

BIAVA TAHUN 2020 Eksekutif 
Bisnis 

Ekonomi 
(3) 

(4) 
(5) 

6.304 
6.304 

2.500 
6.689 

4.900 
3.964 

------------- - ----------- --------------
4.886 

3.814 
2.858 

------------------------- -------------
6.940 

5.917 
1.916 

5.771 
1.801 

1.525 

------ ------ ----------- -------------
17.090 13.835 

8 .252 
4.629 

4.237 
2.557 

------------- ----------- -----------~-
3.318 

2.740 
2.380 

11.750 9.830 
4.120 

-------------12.668 ---------- -------------4.461 
2.669 


